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ABSTRAK

Apabila sepasang suami istri sudah lama menjalin rumah tangga namun
belum juga dikaruniai seorang anak, maka bolehlah mereka melakukan adopsi
anak sehingga mengambil seorang anak dari anak orang lain dengan cara
merawat, membesarkan serta menanggung segala kebutuhan anak tersebut hingga
termasuk kebutuhan sehari-harinya dan biaya pendidikannya. Hukum Islam pun
membolehkan hal tersebut dilakukan namun tidak memutuskan hubungan anak
tersebut dengan orangtua kandungnya. Akan tetapi dalam hal ini masyarakat Desa
Sumber Makmur Ogan Komering Ilir melaksanakan adopsi anak tidak dengan
cara yang dijelaskan dalam hukum Islam melainkan dengan cara sendiri seperti
halnya memutuskan hubungan anak angkat dengan kedua orangtua kandungnya.
Hal ini tentu sangat bertentangan dengan syarat-syarat adopsi anak yang ada
dalam hukum Islam. Ini lah masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana proses
pengangkatan anak dalam kandungan pada masyarakat desa Sumber Makmur
Kecamatan Lempuing Ogan Komering llir. (2) Untuk mengetahui apakah proses
pengangkatan anak yang masih dalam kandungan sesuai dengan hukum Islam dan
hukum positif.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (filed research).
Penelitian ini_bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk
mendiskripsikan- dan menganalisa mengenai subyek yang--diteliti, dengan
menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menuju dan
menga'rah pada persoalan ditetapkannya suatu berdasarkan teks-teksgAlFQur’an
dan Hadist, Serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan masalah yang
diteliti."Data primeryang ada datam"penelitianyaitu data yang dipe_roleﬁ secara
langsung dari Maéyarakat desa Sumber Makmur Kecamatan Jlsempuing Ogan
Komering Ilir. Pengimpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode
wawancara sebagai d i Sedangkan da menggunakan metode
dokumentasi. Metode analis digunaka metode deskriptif kualitatif
sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada
dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif adalah berangkat dari data
yang khusus, peristiwa yang konkrit.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat desa Sumber Makmur
Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir dalam mengadopsi anak dalam
kandungan tidak melalui proses-proses yang ada pada hukum Islam dan hukum
Positif, adopsi anak ini hanya berdasarkan hukum adat dan kebiasaan. Masyarakat
desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir memutuskan
bahwa dalam mengadopsi anak dalam kandungan itu, anak yang diadopsi tersebut
dijadikan sebagaimana anak kandung sendiri, dan Mengenai harta warisan yang
dimiliki oleh kedua orangtua angkatnya jatuh kepada anak angkat, karena menurut
orangtua angkat, anak angkat itulah yang berhak atas semua harta warisan yang
dimiliki oleh kedua orangtua angkatnya.
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Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama
bapak-bapak mereka; ltulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka
sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak
ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang

ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang.

\_ LIA )

'Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 1989),
h. 666-667
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam memahami skripsi ini
dan menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan skripsi ini, maka secara
singkat terlebih dahulu peneliti akan menguraikan beberapa kata yang terkait
dengan maksud judul skripsi. Judul skripsi ini adalah Analisis Hukum Islam
danHukumPositiftentang Pengangkatan Anak dalam Kandungan (Studi Kasus

diDesa Sumber Makmur kecamatan Lempuing kabupaten Ogan Komering llir).

1. Analisis adalah kajian yang dilakukan terhadap sebuah masalah guna
meneliti masalah tersebut secara mendalam.?

2. Hukum islam dalam arti figih adalah semua hukum-hukum 'yang di ambil

al-Qur’an dan suni Roi ﬂn usaha y

a Ushul Fiqih, jilid 1

Menurut Hasbi idieqy di dalam

mengatakan hukum Islam adalah:
SAISIENRE SR PR IO IFIECY e

Artinya : Koleksi daya upaya ahli hukum untuk menetapkan Syari’at Islam sesuai

dengan kebutuhan masyarakat”4

“Hasbi ash Shidiqi,Falsafah Hukum Islam Jakarta: Bulan Bintang,TT) ,h. 41.
*Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17.
*Amir syarifuddin, Ushul Figih, Jilid I, (Jakarta: PT. Logos Wacana llmu, 1997), h. 5.



Hukum Islam menurut ulama ushul adalah “seperangkat peraturan
berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia
mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang

beragama Islam”.

Sedangkan Ahmad Hanafi mendefinisikan Hukum Islam dengan
pengertian syari’ah. Syari’at ialah apa (hukum-hukum) yang diadakan oleh Allah
untuk hamba-hambanya, yang dibawah oleh salah satu seorang Nabi-nya SAW,
baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan
yaitu yang disebut sebagi “hukum-hukum cabang dan amalan” dan untuknya
maka dihimpunlah ilmu figh, atau berhubungan dengan cara mengadakan
kepercayaan (i tigadh) yaitu yang disebutkan sebagai hukum-hukum pokok dan

kepercayaan runtuknya maka dihimpunlah ilmu kalam syari’at (syara’) disebut

DLIA
3. Peng n anak+adalah mengangkat anak orang+lain un ikan anak

sendiri dan mempmr:g sama d\(;wmung. Pada saat Islam
disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, pengangkatan anak telah menjadi

tradisi di kalangan masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah tabani yang

berarti “mengambil anak angkat”.

5 -
Ibid.
®Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h.



4. Kandungan adalah Janin yang masih di dalam perut wanita.’

Berdasarkan penjelasan judul diatas maka dapatdipahami bahwa skripsi ini
adalah menganalisis tentang pengangkatan anak yang masih dalam kandungan
untuk mengetahui bagaimana proses tersebut apakah sudah sesuai dengan syari’at

hukum IslamdanhukumPositif.
B. Alasan Memilih Judul
Adapun yang menjadi alasan untuk mengkaji judul di atas adalah :

1. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu
pengetahuan yangdipelajari di Fakultas Syariah jurusan Ahwalus Al-

syakhsiyah.

enurut hemat penulis kajian yang berhubungan dengan judul skri

nyak yang menglﬁl{ iﬁitu, penulis mera:

dengan._didukung tersedianya _literatur

membahas penelwml tersel::Wil perbincangkan dalam

masyarakat sehingga memudahkan dalam proses penyelesaian penulisan

ada untuk

skripsi ini.

C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (keluarga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengaan demikian, pernikahan

’Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 440.



adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah
atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial dan sakral”,® namun mengandung
akibat hukum yang lebih luas terhadap suami dan istri. Dalam Kompilasi Hukum
Islam pasal 2, “menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau
mitsagan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan
ibadah,” oleh karena itu,pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai

nilai ibadah.

Dalam Islam, pernikahan bukanlah semata-mata sebagai kontak
keperdataan biasa tetapi mempunyai nilai ibadah,al-Qur’an  sendiri
menggambarkan tali perkawinan itu sebagai tali yang kokoh untuk menaati
perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Tujuan pernikahan dalam

Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka membina keluarga

IS, sejahtera dan bahagia. rie aipgitu juga untuk menghasilk an serta
keturunan, }ﬁé\;\/man biasa  dikatake T untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah, dan warohmah”.’?

Sudah menjadi fitrah manusia bahwa pada dasarnya pernikahan bertujuan
untuk mempunyai keturunsan sebagaimana anak memang mempunyai peran yang
sangat penting dalam keluarga khususnya bagi kedua orang tua. Kenyataan
dimasyarakat banyaknya orang berkeinginan mempunyai keturunan akan tetapi

karena suatu hal tidak tercapai, dengan demikian banyak orang yang memperoleh

8 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar grafika, 2006), h,
:113.
*Ibid , h. 2.



kebahagian dengan cara untuk mendapatkan anak, salah satunya dengan

mengadopsi anak.

Idealnya sebuah kehidupan rumah tangga adalah hidup rukun, bahagia dan
tentram. Namun dari itu, ada satu atau dua bahkan banyak rumah tangga yang
tidak mendapatkan atau mempunyai keturunan, maka dari itu ada rumah tangga

atau banyak yang melakukan pengangkatan anak (adopsi).

Dalam Islam pengangkatan anak ini atau seringkali dikatakan “tabanni”
yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak
sendiri. Istilah “adopsi” yang berarti seorang mengangkat anak orang lain sebagai
anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang
berlaku atas anak kandung orang tua angkat,pengertian demikian memiliki

pengertian yang identik dengan istilah “adopsi”.
o

Creem - —ll..-ﬁ\l_l
I... .-___l.__ J : - . 1 L .'l:l'.
"Q’fﬁq_qlk merupakan amanah sekaI_iguS_'-anggrah Allah SWT. Blz_ig'}?ah anak

- i
dianggap haﬁ-a'kekayaan yang paling berharga dibandingkan khké{/aan lainnya.

Anak senantiasa harw diIindquam diri anak, harkat
martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjungtinggi. Generasi
penerus cita-cita bangsa sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh
dan berkembang serta beradaptasi atas perlindungan diri tindak kekerasan dan

diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Selain didalam peraturan hukum positif, masalah pengangkatan anak juga
diatur dalam hukum Islam, karena upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan

sedini mungkin, yakni sejak dalam janin (dalam kandungan) serta sampai anak



berumur 18 (delapan belas) tahun mengenai lembaga pengangkatan anak atau
anak angkat ini di dalam hukum adat pada umumnya, dengan diangkatnya seorang

anak hubungan hukum dengan keluarga tidak terputus”. 10

Agama Islam mendorong seseorang muslim untuk memelihara anak orang
yang tidak mampu, miskin terlantar serta banyak lainnya, tetapi tidak dibolehkan
memutuskan hubungan dan hak-hak itu kepada orangtua serta saudara
kandungnya. Menurut Hukum Islam,pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan
apabila adanyaketentuan-ketentuan sebagai berikut: pertama, tidak memutuskan
hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan
keluarga. Kedua, anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari harta
orang tua angkat, melainkan sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Ketiga,
anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung
kecu[ijl 's,eRedar sebagai tanda pengenal[alamat Keempat, orang t@&ﬂ dapat

bertlnd'fakl'ﬁbagal wali dalam pefkawrnaln sébagatanak angkatnya. __:'-E o
Pengangkatan Mk angkat Wm bagian subtansi dari
hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup

berkembang dalam masyarakat sesuai adat istiadat dan motivasi yang berbeda-

beda serta pasangan Hukum yang hidup dan berkembang dimasing-masing
daerah, walaupun di Indonesia tentang pengangkatan anak tersebut belum di atur

secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

19 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002),
h. 37.



Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari
adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah menambah kewenangan
negara Peradilan Agama,maka sebelumnya terbentuknya undang-undang yang
mengatur secara khusus,pemerintah telah mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor
1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dari
lembaga pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan
keturunan,manakala didalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan”. ™
Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa hal pengangkatan anak harus
dilakukan dengan proses hukum melalui peradilan, jika hukum berfungsi sebagai
lembaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus
dilakukan melalui pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban
praktik hukum pengangkatan anak itu dikemudian hari mempunyai kepastian
hukurn. balk anak angkat maupun orang tua angkat Praktik pengang_l§.at§n anak
yang d!_:!'akukan melalui pengadllan te-rsetbut Telah berkembang baik dlllngl(ungan

Pengadllan Negera_ maupun Pengadilan Agama bagi mereka® yang beragama

Islam. T T

Masyarakat Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan
Komering Ilir tidak seperti itu atau pun bisa dikatakan sebaliknya, mereka yang
melakukan pengangkatan anak dalam kandungan tanpa melalui proses hukum
melalui pengadilan, maka menjadi masalah di kemudian hari karena anak angkat
tersebut tidak mempunyai kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun

orangtuanya. Berdasarkan observasi serta penelitian yang kami lakukan pada

1 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga System Hukum (Jakarta: Sinar Grafika,
1992), h. 7.



masyarakat Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering
Ilir ternyata ada aspek tentang pengangkatan anak ataupun yang seringkali disebut
adopsi yang kurang dipahami dan tidak sesuai menurut hukum Islam yang telah
ditentukan dari Zaman Rosulluloh, maka permasalahan tersebut perlu diluruskan
karena dapat berakibat negatif, oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk
diteliti dasar hukum, alasan-alasan serta implikasi lain dalam putusan
perkembangan hukum. Inilah yang menjadi alasan kami tertarik untuk mengkaji
Analisis Hukum Islam tentang Pengangkatan Anak dalam Kandungan (Studi
Kasus di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan
Komering Ilir)
D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka penyusun: merumuskan

per lahan sebagai berikut:

imanakah prosesﬁgflgiﬁwak dalam" kand pada

masyarakat Sumber. Makmur Kecamatan- Lempuing Kabupaten Ogan

Komering Ilir ? " "

2. Apakah proses pengangkatan anak yang masih dalam kandungan sesuai

dengan hukum Islam dan hukum positif ?
3. Dimanakah letak persamaan dan perbedaan antara pengangkatan anak

dalam kandungan menurut hukum Islam dan hukum positif ?



E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana hukum mengangkat Anak dalam

kandungan menurut hukum Islam.

b. Untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan anak dalam
kandungan pada masyarakat desa Sumber Makmur kecamatan
Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan
jilan hukum Islam pyaitu tent hukum kekeluarga
akhsiyah)_karena glj iﬁcoba mengkaji te Analisis
Hukum Islam tentang pengangkatan anak.dalam kandungan.

b. Secara praktis dihkan peneﬂ ini dapat menjadi landasan

pemikiran yang positif bagi masyarakat dalam membentuk keutuhan

keluarga sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
F. Metode Penelitian
Metode adalah “cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan
menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan”.12 Sedangkan

penelitian menurut Cholid Narbuko dan Ahmadi adalah “Pemikiran yang

12 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
,1997), h. 1.



sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang memahaminya memerlukan
pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta”.®
Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode
penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang
digunakan dalam mengadakan penelitian. Jadi metode penelitian merupakan suatu
acuan, jalan atau cara yang dilakukan untuk mengadakan suatu penelitian.
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan fild research yaitu penelitian yang akan
dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya. Penelitian ini
dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu
masyarakat berkenaan dengan Analisis Hukum Islam tentang

Pengangkatan Anak dalam Kandungan Studi Kasus m rakat

Sumber Makmur kﬁta‘ Lmng Kabupaten“Ogan
b. Sifat Pene-lﬁ_ _F.

Diliat dari segi sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian

ering

deskriptif ~ Analisisyaitu  penelitian ~ yang  bertujuan  untuk
mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti.
Kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai

kesimpulan dari kajian tentang Analisis Hukum Islam tentang

Bbid.



pengangkatan anak dalam kandungan pada masyarakat Desa Sumber

Makmur Lempuing Ogan Komering llir.

2. Jenis Data
a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
narasumber
1) Narasumber dalam penelitian ini adalah keluarga Pak Paijin,
yang melakukan kasus pengangkatan anak dalam kandungan.
2) Tokoh masyarakat Pak Sohan dan Pak Rekayakup.
3) Tokoh Adat Pak Bonari.
4) Tokoh Agama Pak selamet dan Pak Rohimin
5) Ibu Hartini selaku ibu kandung anak yang diangkat ol
paijin. h I ﬁ
b. nder-adalah data yang diperoleh-dari li

tentang fiqq_t, Kompilwm serta literatur yang

berhubungan dengan masalah yang di bahas.

apak

eperti : Buku

3. Metode Pengumpulan Data
Metode dalam pengumpulan data adalah :
a. Wawancara
Metode wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam

dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu dapat melihat muka



yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri.’* Metode
wawancara digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang
pengangkatan anak dalam kandungan, metode ini dilakukan dengan
cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihakyang terkait dan
benar-benar mengetahui tentang permasalahan dalam penelitian ini.*®
Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara bebas terpimpin,
artinya pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden secara
bebas menurut irama dan kebijaksanaan dalam wawancara, namun
masih dipimpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yang telah
dipersiapkan secara seksama dengan pembahasan oleh pewawancara.
b. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah cara yang digunakan .untuk mencari

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa LibrarygRiset,

.;l-.'." .
dokumentasi, catata@kil; tﬁ(x%urat kabar, majalah, ager

Se

a. Pelaksanaannya dengan mengadak. ICatatan berupa

arsip-arsip.qgntasi ketw berhubungan dengan

gambaran umum lokasi penelitian, serta dengan melihat kasus di

lapangan mengenai pengangkatan anak dalam kandungan.
c. Observasi
Metode observasi adalah melakukan pengangkatan atau penelitian

dan juga pencatatan sistematik atau unsur-unsur yang muncul dalam

YSutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi
UGM, 1983), h. 192

Lexi J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,,
1991), h.161



suatu gejala atau gejala-gejala yang muncul dalam suatu objek
penelitian.
4. Metode Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data

umumnya dilakukan dengan cara antara lain :

a. pemeriksa data (editing) yaitu mengoreksi data apakah data yang
terkumpul sudah cukup lengkap, benar sesuai, atau relevan dengan
masalah.

b. Rekontruksi data(rekonstructing) yaitu menyusun ulang data secara
teratur, berurutan, logis, sehingga mudah untuk dipahami dan di
interpretasikan.

c. Sistematis data (systematizing) yaitu menempatkan:data menurut

kerangka sistematika bahasan berdasarkan masalah.*®

analisa - data dilakukan secarakualitati itu prosedur
penelitian yang menwdeskriptiwkata tertulis atau lisan
dari orang-orang yang dapat diamati,'’ dalam hal ini menggunakan metode

berfikir yang digunakan adalah :
a. Metode induktif, yaitu berangkat dari kata yang khusus, peristiwa yang
konkrit. Kemudian dari fakta dan peristiwa yang konkrit itu ditarik

generalisasi yang mempunyai sifat yang umum. Dengan cara ini

®Abdul Kadir Muhammad, hukum dan penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar
Lampung.

Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Roskakarya, 2000),
h. 2.



penulis menganalisa data-data yang khusus yang kemudian
dikembangkan dalam satu pembahasan dalam sifatnya umum.

b. Metode komparatif, yaitumenemukan persamaan-persamaan dan
perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang ide-

ide, kritik terhadap orang, kelompok dan sebagainya.™®

& ain T

83uharsini Arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, Renika Cipta,
Jakarta, 1991, h.197.
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A. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Dalam Islam pengangkatan anak disebut tabani. Secara terminologis,
tabani menurut wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak disebut (tabanni)
“pengambilan anak” yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas
nasabnya,kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya”. Dalam pengetian lain,
tabani adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja
menasabkanseorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punyanasab

yang jelas kepada orangtua kandungnya. Pengangkatan anak dengan cara

demikian jelas bukan nasabnya harus dibatalkan.lstilah pengangkatan anak dalam

anak angkat”.lgsedanmamus MWn dengan “Ittikahadzu

ibnan” yaitu menjadikannya sebagai anak”.%°

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adopsi diartikan sebagai
pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Jadi mengadopsi berarti
mengambil  (memungut) anak orang lain secara sah menjadi anak

sendiri.**Pengertian adopsi seperti ini juga dapat ditemukan dalam Ensiklopedi

® Andi Syamsu Alam, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Jakarta: Kencana
Prenada Group, 2008), h. 20.

Al Bustami, munjid fi lughoh wal A’la, Darul Masyri (Baitut: Libanon, 1986), h. 50.

*'Dapartemen Pendidikan Kamus Besar Bahasa Indonesia , h. 7.



Indonesia. Dalam Ensiklopedi ini dikemukakan bahwa adopsi adalah pemungutan
atau pengangkatan anak orang lain oleh seseorang yang menjadi anak adopsi
(anak angkat) itu berstatus sebagai anak kandung bagi pengangkat, baik dalam
lingkungan adat, maupun dalam lingkungan hukum perdata berdasarkan undang-
undang.*

Adopsi dalam pengertian seperti ini berarti pengangkatan anak dilakukan
secara mutlak dengan segala pengaruh dan akibat hukumnya, termasuk berbagai
hak perdata yang meliputi hak ketetapan nasab, hak mendapatkan nafkah, hak
perwalian dan hak mendapat warisan yang mestinya diterima dari kedua
oratuanya menjadi hilang, karena diambil oleh pihak lain. Adapun yang
dikakukan dengan cara seperti ini diharamkan oleh syariat Islam.?

Adopsi atau pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum
keraelul.an Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sendiri melakukann_xa terhadap

.- |'
Zaid b_m Harltsah ia adalah _pemuda Arab yang sejak kecil telah. duadlkan

tawanan perang,' dan_dibeli-oleh Khadijah sehingga ketika Khaduah'tgl'ah menikah
dengan Nabi, diberikaw Haritsahp. Setelah kabar seperti
ini didengar oleh orangtua Zaid, mereka berusaha kembali mengambil Zaid dari
tangan Nabi, sehingga Nabi menawarkan pilihan untuk tetap tinggal bersama
beliau atau mengikuti orangtuanya. Akan tetapi Zaid tetap memilih Nabi sebagai
orangtuanya, bahkan masyarakat telah mengetahui dan mengukuhkan bahwa Zaid
adalah anak Muhammad bukan anak Haritsah, sampai akhirnya turun wahyu

sebagai koreksi terhadap sikap masyarakat yang menganggap Zaid anak

*>Tim penyusun, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru VVan Hoeve, 1990), h.83.
#Wahbah Az-Zuhaili, At-Tafsir Al-Munir, h. 241,



Muhammad bukan Zaid anak Haritsah.?*Wahyu dimaksud terdapat dalam Alquran

Surah Al-Ahzab (33) ayat 4 dan 5 sebagai berikut.

e bl Bl i i s rcsuyuéui.mvigww V_a,lsCL
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Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam
rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu
sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai
anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu
dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia
menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat
itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil

r @_@ sisi Allah, dan jikagkam tldak mengetahw bapak-bap k.%ereka,
:'.%"- ka (panggilah merakueJ; a.l.). sdudara saudaramu séﬁwa dan
Mli\]f'a-ma.ulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap-é' a ;ang kamu

khilaf padan_wng ada W yang disengaja oleh
hatimu. dan adalah A Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S

Al-AhZab :4-5)%

Atas dasar ayat tersebut diatas adopsi yang dilakukan secara mutlak
dengan memutus nasab antara anak yang diadopsi dengan orangtua kandungnya

jelas diharamkan dalam Islam.

*!Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Cetakan Pertama,
Bumi Aksara, 2013), h. 56.

*Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 1989),
h. 666-667



Muhammad Syaltut memberikan pendapatnya bahwa adopsi mempunyai
dua pengertian, pertama :

caball 455 e oLV Aalas G yag o) Jalall JATN 20 G o i
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Artinya: “Adopsi adalah seorang mengangkat anak diketahuinya bahwa anak itu
termasuk anak orang lain. Kemudian ia memperlakukan anak tersebut
sama dengan anak kandungnya, Baik dari segi kasih sayang maupun
nafkahnya (biaya hidup) pendidikan, dan pelayanan dalam segala
bentuknya, tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian agama
tidak menganggap sebagai anak kandungnya,karena ia tidak dapat

527

disamakan statusnya dengan anak kandung.

Selanjutnya Mahmud Syaltut mengemukakan definisi yang kedua yaitu :

5480 o pan lida ands ) (adl Sl Bl o )

ﬂ I ﬁ ny‘is,e/ LJJ”;}Q.:.
Artinya: “Adopsi ad

mang yanwmki anak, kemauan
menjadikan seorang anak sebagali anak angkatnya, padahal ia

mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia

menjadikan sebagai anak yang sah”. 29

**Mahmud Syaltut Al- Fatwa, Darul Masyrik, Birut, Libanon, 1986, h. 50.

*’Mahjuddin, Masailul Fighiyah Berbagai Kasus yang dihadapi “Hukum Islam” Masa
Kini, Kalam Mulia, Jakarta, 2003, h. 83.

**Mahmud Syaltu, Op.Cit, h. 322.

*’Mahjuddin, Op.Cit, h. 84.



Definisi yang pertama menunjukan bahwa anak angkat itu sekedar
mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang dan pendidikan dari orang tua
angkatnya. Sedangkan status hukumnya tidak dapat disamakan dengan status anak
kandung baik dari segi perwarisan maupun perwaliannya. Sedangkan definisi
kedua menunjukan pengangkatan anak selain mendapatkan nafkah, kasih sayang
dan pendidikan juga memiliki status hukum dengan anak kandung, ia dapat
mewarisi harta benda orang tua angkatnya bila ia mau menikah.

Menurut pendapat Zakaria Ahmad Al-Barry mengambil anak angkat
artinya “Menghubungkan keturunan seorang anak dengan seorang bapak, baik
anak itu sudah diketahui keturunannya atau tidak diketahui. Bapak itu berterus
terang mengatakan bahwa anak itu adalah anak angkatnya, bukan anak
kandungnya”.3°Berdasarkan uraian beberapa pengertian diatas,: dapat ditarik
beber?pg __p_engertian bahwa perlllgangkfaltan zfmak secara umum te_l.l’qa%t dua

YR o | S
en er-gfan aitu’ - i g
peng ..._-.?/ [ |. O I'{i'

1. I\hjl'é'-'ngangkat anak- orang lain untuk memberikan..kae'i'ﬁi' :‘-'s;yang dan
pendidikanﬁwemberikpak kandungnya atau
memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana anak kandungnya sendiri
tanpa memutuskan hubungan anak dengan orangtua kandungnya
sendiri.

2. Mengangkat anak orang lain untuk memberikan kasih sayang dan
pendidikan sebagaimana anak kandungnya sendiri dengan memutuskan

hubungan anak dengan orangtua kandungnya.

39Zakariya Ahmad Al- Barry, Hukum Anak-anak dalam Islam,(Jakarta: Bulan Bintang,
1977), h. 31.



Dari dua pengertian di atas pengertian adopsi yang dikehendaki menurut
Hukum Islam adalah mengambil atau mengangkat anak orang lain untuk diasuh,
dididik dan untuk memenuhi nafkah (kebutuhan hidupnya) dengan penuh kasih
sayang sebagaimana layaknya anak kandungnya sendiri tanpa membeda-bedakan
serta tidak memberikan status anak kandung kepadanya atau tidak memutuskan

hubungan anak angkat dengan orangtua kandungnya.

1. Dasar Hukum Pengangkatan Anak
Dasar hukum pengangkatan anak (adopsi) dalam Islam tertuang dalam Al-
Qur’an dan hadits Rosullullah Saw. Wahyu dimaksud terdapat dalam Alquran

Surah Al-Ahzab (33) ayat 4 dan 5 sebagai berikut.
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Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam

rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu
sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai
anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu
dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia
menunjukkan jalan (yang benar).Panggilah mereka (anak-anak angkat
itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil
pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,

Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan



maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu
khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh
hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S
Al-AhZab :4-5)*

Berdasarkan firman Allah SWT di atas adopsi yang dilakukan secara
mutlak dengan memutuskan nasab antara anak yang diadopsi dengan orangtua
kandungnya jelas diharamkan dalam agama Islam. Keharaman adopsi seperti ini
sama halnya dengan tidak membolehkannya menasabkan anak kepada orang lain
padahal yang melakukannya mengetahui bahwa hal itu diharamkan sebagaimana
tersebut dalam hadits

b sk Al alle 2 3 1308k (B 2 55 U Sl 85280 o e
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ri Abu Bakrah beﬁ Ied telingaku mendeng
enghapal. Nabi ersabda: -Barang
n dirinya kepada lelaki lain selai aknya, maka

dlharamkanwa (HR. IW

Dalam kaitan ini pula, seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya

dan haram bagi seorang wanita menisbahkan (menghubungkan) seorang anak
kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, seperti dalam hadits Rosulullah
SAW:
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*'Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 1989),
h. 666-667
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Artinya: “Dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia mendengar Rosulullah SWT
bersabda ketika ayat li’an turun, wanita mana saja yang melahirkan
anak melalui perzinaan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali Allah
tidak akan memasukannya ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang
mengingkari nasab anaknya, sedangkan ia mengetahuinya, maka Allah
akan menghalanginya masuk surga dan aib yang menimpanya akan
dibukakan kepada para pembesar orang-orang yang terdahulu dan

orang-orang yang belakangan di hari kiamat. (HR. An-Nasa’i)

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa adopsi yang dilakukan dengan
cara memutuskan hubungan nasab anak yang diadopsi dengan kedua orangtua
kandungnya dan memberinya status anak kandung, jelas haram dan tidak
dlperf)elehkan dalam Islam. Namun demikian hukum Islam meng__.lfunqbahwa

& P

mengéiﬂ"lft[.}.(an pengangkatan ana da ar{] arti pemungutan dan pemellh;rﬁan anak,

- "

sehingga me;ija"di anak pungut atau anak asuh.* —
Dalam hal inWabatannyWa di luar lingkungan
keluarga orangtua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat
hukum sedikit pun. la tetap anak dan kerabat dari orangtua kandungnya berikut
segala akibat-akibat hukumnya.
Berkaitan dengan akibat-akibat hukum adopsi setidaknya terdapat dua
status hukum yang terkait dengan hal ini, yaitu dalam masalah kewarisan dan

perkawinan. Dalam masalah kewarisan antara orangtua angkat dan anak

*’Ensiklopedi Hukum Islam, Op. Cit., jilid 1, h. 28, lihat Yusuf Al-Qardhawi, Op. Cit., h.
189.



angkat/adopsi tidak bisa saling mewarisi, sebab ia tetap bernasab kepada orangtua
kandungnya. Demikian juga dalam masalah perkawinan, ia tidak termasuk dalam
kandungan ayat tahrim, sehingga antara ia dan orangtua atau kerabat angkatnya
tetap diperbolehkan saling menikah, justru larangan menikah berlaku antara ia
dengan orangtua kandungnya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa selama adopsi tidak dilakukan
secara mutlak dengan segala konsekuensinya dan akibat-akibat hukumnya, maka
upaya pemungutan atau pengangkatan anak dengan tujuan untuk mendidik,
mengasuh dan memperlakukan seolah-olah ia anak sendiri tetap dibenarkan oleh
syariat Islam. Bahkan mengingat hubungan yang sudah sangat dekat antara anak
angkat dengan orangtua yang mengangkatnya, apa lagi kalau ia masih termasuk
keluarga sendiri, serta orangtua angkatnya tidak mempunyai keturunan, maka
memrrut Yusuf Al- Qardhawi, orangtua angkat itu boleh menghlbahk.an atau

iRy

mewas_tatkan hartanya kepada anak angkatnya sebelum ia meninggal du.nla.

Dar| Uraian_ diatas - dapat penulis simpulkan bahwea -d'al-l"am rangka
memelihara kemurniw bukan hpjurkan pernikahan dan
melarang perzinaan, tetapi Islam juga tidak membenarkan adopsi seperti di zaman
jahiliah yang sampai memutuskan hubungan nasab antara anak yang diadopsi itu
dengan ayah kandungnya. Namun jika adopsi dimaksud tidak sampai memutus
total hubungan nasab dan kekeluargaan antara anak dengan bapak kandungnya
maka hal tersebut sangat dianjurkan dalam Islam, jika memang diketahui secara
pasti dan bukan sebagai anak hasil hubungan gelap, perzinaan, samen leven dan

perselingkuhan, maka ajaran Islam tetap memperbolehkan tindakan mengangkat



anak dengan cara yang demikian ini. Lain halnya jika memang benar-benar asal-
usul anak itu tidak diketahui, maka Islam memberikan agar anak tersebut
dianggap sebagai saudara seagama dan atau anak angkat mawali, dengan tidak
menghubungkan nasabnya secara tegas.

Sebagai catatan akhir pada uraian bab ini, penulis ingin menegaskan
bahwa dalam beberapa kasus penemuan bayi yang masih hidup dimasyarakat kita,
atau sebagai anggota masyarakat kita melakukanadopsi dengan cara mengambil
anak dirumah sakit atau yayasan-yayasan tertentu, seperti yayasan sayap lbu,
maka jika yang mengadopsi atau adopternya beragama Islam, sebaiknya tata cara
yang ditetapkan dalam aturan adopsi oleh hukum positif tetap ditaati, tetapi hal
itu harus dianggap sebagai persyaratan lahiriah semata, agar sang anak yang
diadopsi itu tidak mengalami perlakuan diskriminasi dan kekerasan baik fisik
maur'u.n nonf|3|k Sedangkan dalam persoalan hubungan keperdataan, makajorang

i P

muslm]. yang mengangkat anak daiam Jenls seperti di “atas hendaknya

memperhatlkan'pr.|.ns|p-pr|n5|p ajaran Islam tentang-masalahs adep’s,:r'ini. Antara
lain yang terpenting q masalah IPﬁ\n dan hak kewarisan.
Syarat utama dalam memperoleh kedua hak keperdataan Islam ini adalah harus
ada hubungan nasab secara jelas yang didasarkan atas pernikahan yang sah, baik
secara agama, terlebih jika pernikahan itu dilakukan secara lengkap sesuai dengan
amanat UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jika pada
suatu saat sang bapak angkat itu akan menikahkan anak angkat perempuannya,
maka yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim, yaitu ketua KUA, bukan

bapak angkatnya. Demikian halnya pada saat akan memindahkan hak kepemilikan



harta orangtua angkat kepada anak-anak angkatnya, hendaknya tidak diberi nama
warisan, namun bisa dengan akad lain seperti hibah, sedekah, atau bahkan bisa
dengan akad wasiat wajibah, sebagaimana disebutkan oleh Fatwa MUI No. 11
Tahun 2012 tentang kedudukan Anak Hasil Zina dan perlakuan terhadapnya,
maka.

Dapat dipahami bahwasannya agama Islam melarang mengangkat anak
(adopsi) yang menisbatkan segala-galanya kepada nama bapak angkatnya,
persamaan hak waris dan hubungan mahram serta perwalian perkawinan.
Pengangkatan anak yang bertujuan untuk menisbatkan seseorang anak kepada
orangtua angkatnya adalah suatu kebohongan belaka, karena.

Dalam Islam pengangkatan anak dengan memberikan status anak tersebut
sebagai anak- kandungnya sendiri akan mengakibatkan pada putusnya nasab

nan) dan hak-hak antara anak tersebut sebagai anak kandungnya.sendiri

ibat pada putusnya nﬁe[lrﬁgjan hak-hak-antara ;_"‘:.: 3

Rsullullah  Saw

(ket

akan

dengan oran ndungnya, hal ini tidak diperbolehka

bersabda dalam haditsﬁ. _P.
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Artinya: “Dari Ibrahim At-Tamiy dari bapaknya berkata : Ali bin Abi Thalib
berkata kepada kami: Nabi Saw bersabda barang siapa yang



mendakwahkan dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan
ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah dan para malaikat
dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat Allah tidak
menerima amalan-amalannya, baik yang wajib ataupun yang
sunah”.(HR.Muslim)*

Hadits diatas menjelaskan larangan mengangkat anak sebagaimana telah di
ungkapkan pada ayat diatas. Hadits tersebut menegaskan bahwa Allah SWT,
malaikat dan manusia akan mengutuk terhadap seorang anak yang mendakwakan
dirinya sebagai anak orang lain, padahal ia bukan anak kandung orang tersebut.
Bahkan lebih tegas lagi. Allah tidak akan menerima segala bentuk amal
kebaikannya baik yang wajib maupun yang sunnah.

Islam memperbolehkan pengangkatan anak selama hal itu bertujuan untuk

memberikan 'kasih sayang, perhatian, pendidikan dan penghidupan yang lebih

niguntuk masa depan serta kebahagl an anak tersebut. Kedudukar

k bisa disamakan deri'ghn-&al:ts ahlak‘&andung, terutama yang b perkaitan
dengan persamaari'hak waris, hubungan nasab danwali dalarfT'bE'rlkwinan.
2. Syarat-syarat Pe'rMAnak F
Menurut Hukum Islam pengangkatan anak (adopsi) dapat dibenarkan
apabila memahami persyaratan-persyaratan sebagai berikut®*:
a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat

dengan orangtua biologis dan keluarga.

**Muhammad Ali As-Shabuni, Tafsir Al-Ahkam, Jilid 2, Daar Fikr, Bairul, Libanon, tt, h.
364.

**Muderis Zaini, Adopsi suatu tinjauan dari tiga system hukum, (Jakarta: sinar grafika,
1992),h. 54



b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua
angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orangtua
kandungnya,demikian juga orangtua angkat tidak berkedudukan
sebagai pewaris dari anak angkatnya.

c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua
angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal
atau alamat.

d. Orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam
perkawinan terhadap anak angkatnya.

Mahjuddin ~ dalam  bukunya  Massailul ~ Fighiyah  menyebut
beberapaketentuan atau persyaratan dalam pengangkatan anak yaitu :

a. ~Nasab anak angkat tetap dinisbatkan kepada orangtua kandungnya

bukan orangtua angkatnya;

suh, tidak boleh disamakan dengan

baik dqisan, hUbP’ maupun wali (dalam

perkawinan);

ak kandung;

c. Karena anak angkat itu tidak berhak menerima harta warisan dari
orangtua angkatnya, tetapi boleh jika berupa hibah, yang maksimal

sepertiga dari jumlah kekayaan orangtua angkatnya;



Dari segi kasih sayang, persamaan biaya hidup, persamaan biaya
pendidikan antara anak kandung dengan anak angkat (adopsi) dibolehkan dalam
islam, jadi hampir sama statusnya dengan anak asuh.®

Kedua pendapat diatas terdapat persamaan dalam menentukan syarat-
syarat mengangkat anak menurut Hukum Islam. Kedua-duanya menentukan
bahwa dalam mengangkat anak terdapat hal-hal yang harus diperhatikan
diantaranya :

Pertama, pengambilan anak angkat tidak bertujuan untuk memisahkan atau
memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orangtua kandungnya atau
keluarganya. Artinya nasab anak angkat tidak bolen memakai nasab orangtua
angkat selama dalam asuhan.

Kedua, pengambilan anak angkat dimaksud hanya bertujuan untuk
meng'asuh anak bukan untuk memberikan hak sebagaimana Iayakny_ﬁ anak

.-.l'

kandun__g'sendlrl baik dari segi warls maI:qurr.perwaIlan dengan demlklan"'.orangtua

et

angkatnya tldak «dapat menjadi wali bagi perkawinan anak_angka't ."'Begltu juga
dalam hal perwarisanqtidak daprasiat atau hibah dari
orangtua angkatnya maksimal sepertiga dari harta kekayaan orangtua angkatnya.
Ketiga, pengambilan anak angkat yang dilakukan oleh orangtua angkat
bertujuan untuk memberikan kasih sayang, pendidikan, nafkah, atau kebutuhan
hidup yang layak sebagaimana halnya anak kandung sendiri.Berdasarkan
beberapa pertanyaan dari pengangkatan anak diatas dapat diketahui bahwa Islam

mengatur sedemikian rupa tentang pengangkatan anak bertujuan untuk

**Mahjuddin, Op. Cit., h. 87-88.



memberikan perlindungan kepada anak angkat baik dari segi hak nasab maupun
dari hak kebutuhan hidup maupun pendidikan.

Dari segi nasab, dengan adanya aturan ini sekalipun kekuasaan
pengasuhan anak berpindah dari orangtua kandung kepada orangtua angkat, akan
tetapi anak terhindar dari tercampur-adukan keturunan nasab yang berakibat pada
perwalian dan kewarisan.

Segi hak anak angkat, meskipun kedudukan anak angkat hanya sebagai
anak asuh, akan tetapi hak-hak yang harus didapat oleh anak angkat sama dengan
hak-hak yang diperoleh anak kandung, seperti hak untuk mendapatkan kasih
sayang, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak untuk memperoleh
pemenuhan kebutuhan hidup yang layak tanpa adanya diskriminasi dengan anak

kandung.

—l.-'ll
.-. |'

TSlam menetapkan bahwa antaral_orangtua angkat dan anak angkatnya tidak

'-|

3| -_Aklbat Hukum Pengangkatan Anak

terdapat hubungan_nasab kecuali hanya hubungan kasih_sayan@ "dan hubungan
tanggung jawab sebaﬂmanusia. IF-antara keduanya bisa
berhubungan pertalian perkawinan; Misalnya Nabi Yusuf mengawini ibu
angkatnya (Zulaehah), bekas Istri Raja Abdul Aziz (Bapak Angkat Nabi Yusuf).

Dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum
dalam hubungan darah, hubungan wali dan hubungan waris dengan orangtua
angkatnya. Anak angkat akan tetap bernasap pada orangtua kandungnya dengan

segala konsekwensi hukumnya. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT

**Mahjuddin, Op. Cit., h. 87.



dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 4-5. Sebelum turunnya ayat diatas, Nabi
Muhamad SAW pernah mengangkat seorang anak yang bernama Zaid.
Masyarakat arab pada saat itu sudah terbiasa memanggil Zaid tersebut dengan
panggilan Zaid bin Muhammad, kemudian setelah turun ayat diganti dengan Zaid
bin Haritsah sesuai dengan nama ayah kandungnya. Sungguhpun demikian Zaid
tetap berada dibawah tanggungan dan tinggal bersama Nabi Muhammad SAW,
tetapi tidak mempunyai hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW, tidak
saling mewarisi dan tetap berstatus sebagai orang lain yang tinggal dirumah dan
mendapat perlindungan dari Nabi Muhammad SAW.*’

Sebagaimana Islam menyalahi Zihar, begitu juga Islam menyalahi adopsi
atau pengangkatan anak dan menjadikan pengangkatan anak haram hukumnya,
karena sesungguhnya didalam pengangkatan anak terdapat sesuatu yang keluar
dari ]u;uan hukum Islam (Magashid Asy-Syar’ 1) agar menjaga keturunan._(H1fzun
Nasb)* ,;:yaltu menasabkan anak angl{at kepada selain bapak gsl;n-yar Dan

-'

pengangkatan amak_itu termasuk bagian dosa besar-yang dimefka dan dilaknat

oleh Allah SWT. Nyal-q\labi Muhp
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*’Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama (Jakarta:Kalam Mulia,
1991), h. 36.
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Artinya:
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“Telah meriwayatkan kepada kami Abu kuraib telah menceritakan
kepada A’ masy dari Ibrahim At-Taimiy dari bapak berkata, telah
bercakap-cakap Ali Bin Abi Thalib r.a. maka berkata, barang siapa
yang berdalih bahwa sesungguhnya ketika kami menghendaki membaca
sesuatu kecuali kitab Allah dan memutar balikan hal ini, telah berkata
bapaknya, memutar balikkan itu tergantung pada sarung pedangnya,
maka telah dusta kepada orang yang memutar balikkan gigi unta dan
sesuatu dari pada melukai, dan padanya Nabi SAW bersabda
“Madinah itu adalah kota antara bukit A’ir sampai gunung ‘tsur, maka
barang siapa yang menceritakan padanya dengan cerita atau
melindungi akan yang baru, maka padanya laknat Allah; malaikat, dan
manusia semuanya. Allah tidak akan menerima darlnya pada hari

-klamat menolak dan tidak ada keadilan, dan salah satu Hﬁtl. mrang-

% orang muslim berusaha-menéekatr mereka. Dan barangsw_l_?a.mengaku
-

Keturtinan-dari orang yang bukan ayahnya sendi# atau menisbatkan
adanya laknat Allah

pada selainﬂmenguasajw_p )
Malaikat, dan manusia*semuanya, Aflah tidak akan menerima darinya

pada hari kiamat, menolak dan tidak ada keadilan. (HR.Muslim).

Adapun akibat hukum pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum

Islam adalah:

a.

Peradilan tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak dari
orangtua asal kepada orangtua angkat, (pasal 171 huruf (b) Kompilasi
Hukum Islam). Peralihan tanggung jawab tersebut secara formil dan

dimulai sejak Penetapan Pengadilan Agama. Dengan adanya



Penetapan Pengadilan Agama merupakan bukti telah terjadi peristiwa
hukum pengangkatan anak antara orangtua angkat dengan anak
angkat.

Pasal 209 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam,(1). Harta peninggalan
anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut
diatas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi
wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga 1/3 dari harta warisan anak
angkatnya. (2). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga 1/3 dari harta warisan orangtua
angkatnya.®

Pengangkatan anak menurut Peradilan Agama (hukum Islam) tidak
merubah hubungan nasab, yakni tidak memutus hubungan nasab antara anak

anngLq_e __glan orangtua asal, saudara kandung, dan lain-lain. Mereka teta.g,_salmg

i "--._._ .-|.-I o]
mewary__sebagalmana Iayaknya' War-|s I_Islam yang telah diatur-dalam/pa aI 176
ol
sampai dengan-193_L<omp||aS| Hukum Islam. -

Pengangkatan qerubah hu‘Pam, yakni anak angkat

dalam keluarga orangtua angkatnya masih tetap sebagai orang asing dalam arti
bahwa antara anak angkat dengan ayah angkat/ ibu angkat, saudara angkat, dan
lain-lain, harus saling menjaga ketentuan mahram menurut hukum Islam dalam
pergaulan sehari-hari. Dengan demikian, sebaiknya harus dicantumkan akibat dari
peristiwva hukum tersebut dalam pertimbangan hukum penetapan pengadilan

Agama tentang pengangkatan anak seperti:

*%1bid, h.166.



a. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama ayah angkatnya
dibelakang namanya.

b. Pengangkatan anak tidak merubah nasab antara anak angkat dengan
orangtua asal.

c. Pengangkatan anak tidak merubah hubungan mahram.

d. Anak angkat mendapat bagian dari harta warisan dari orangtua
angkatnya dengan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta
warisan, demikian sebaliknya.

Ayah angkat atau saudara angkat laki-laki tidak boleh menjadi wali nikah

dari anak angkat perempuan.**Penjabaran hal-hal tersebut diatas dimaksudkan
agar supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengamalan hukum Islam setelah

terjadi peristiwa hukum pengangkatan anak.

ndangan Ulama a si Anak

Muhammad  Ali  Ashubuni  dalam®  Tafsi I-Ahkam
berpendaﬁiiahwa :“Sebagaimana liliﬁ telah membatalkan
zihar,demikian pufa dengan tabani (mengadopsi anak). Syari’at

Islam telah mengharamkannya, karena tabani itu menisbatkan

seorang anak kepada bukan ayahnya, dan itu termasuk dosa besar
yang mewaajibkan pelakunya mendapat murka dan laknat Allah
SWT*Terkait dengan pendapat di atas, Zakia Ahmad Al-Barri

menjelaskan lebih lanjut tentang keharaman hukum mengangkat

*Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary, “Peoblematika Hukum Islam
Kontenporer”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. 4, h. 153.

**Muhammad Ali As-Sabuni, Op. Cit., h. 363



(anak adopsi). Menurutnya mengangkat anak merupakan perbuatan
orang-orang terdahulu seperti bangsa Romawi dan Yunani seperti
bangsa-bangsa barat. Dalam hal ini Islam mengharamkan
perbuatan tersebut dengan tegas, karena sebab-sebab sebagai
berikut:**Mengambil anak angkat itu adalah suatu kebohongan di
hadapan Allah SWT, dan dihadapan masyarakat manusia, dan
hanya kata-kata yang diucapkan berulang kali, tetapi tidak
mungkin akan menimbulkan kasih sayang yang sesunguhnya.

Dalam hal ini Allah berfirman:
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Artinyé"..:'_‘ﬁllah tidak menjadikan bagi leseofar'rg' dua hati.dalam ron__g'éanya; dan

T

D'i'g"ri'daHnenjadikan istri-istrimu yang kamu ziha-n-i'ﬁ'rsebagai ibumu,

dan Dia ti jadikan anak an agai anak kandungmu

(sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Allah

mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukan jalan (yang benar)
Q.S AL-Ahzab :4)*
Jadi mengambil anak angkat ini hanyalah mengucapkan kata-kata yang
tidak menunjukkan kebenaran,dan hanya mencampur adukan keturunan, yang
kelak menyebabkan hilangnya kebenaran, dan runtuhnya ikatan-ikatan keluarga

yang asli, dan di atasnya ditegakkan fundamen hubungan kekeluargaan yang

*Zakariya Ahmad Al-Barry, Op. Cit., h.34-36.
**Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 666.



palsu, yang hanya di buat-buat saja, dan mungkin akan mengakibatkan terkena

kutukan Allah SWT, seperti diterangkan dalam Hadits Rosulullah SAW:*

Jia L0 08 ;06 e i G5 e bl JE 4l e o) 2al i (e

A A 4l e i I Al e ) e d ol atle
(alue ol 5) YEYY 58" Lall e}\‘\iaifu\ & Y Gimadlulilly 48 Ml

Artinya: “Dari Ibrahi At-Tamiy dari bapaknya berkata : Ali bin Abi Thalib
berkata kepada kami: Nabi Saw Bersabda : barangsiapa yang
mendakwahkan dirinya sebagai anak dari seorang yang bukan
ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah dan para malaikat
dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat Allah tidak
menerima amalan-amalannya, baik yang wajib maupun yang
sunah”.(HR. Muslim).**

Hadits -di atas menunjukan bahwa Islam sangat melarang terhadap
tmdakan- eeseorang yang mengaku dmnya sebagai anak seseoranig:eeédngkan
hr iy
mereka=- m.engetahw bahwa ia hukanIaL anaik “kandungnya: AIIah SWT dengan

_J-
tegas memberikali“ancaman akan melaknat orang-orang terseBUT dengan menolak

segala bentuk amal keMk yang V\Mang sunnabh.

a. Sering terjadi pengambilan anak angkat itu dijadikan sebagai suatu
cara menipu dan menyusahkan kaum keluarga, seperti yang banyak
kita saksikan sekarang. Misalnya, seorang laki-laki mengambil
seorang anak angkat yang akan menjadi pewaris dari harta
kekayaannya, dan demikian berarti orang tadi tidak memberikan

kebahagiaan dari saudara-saudara dan ahli waris yang lainnya,

“3Imam Abi Husen Muslim, Lok. Cit, h. 998.
“Muhammad Ali As-Shabuni, Lok. Cit, h. 364.



yang mempunyai hak dalam harta pusaka itu menurut ketentuan
Allah SWT.

b. Mengangkat anak dan menetapkan statusnya sama dengan anak
kandung, kadang-kadang menimpakan beban dan tugas-tugas yang
berat kepada para keluarga, kalau misalnya ayah angkatnya
meninggal, maka pihak keluarga yang lain lalu bertugas
memberikan nafkah kepadanya, siapa aja yang mampu di antara
para keluarga yang palsu itu, entah kakaknya, atau saudara ayahnya
atau saudara ibunya atau yang lainya. Hal itu menyebabkan
ditimpakanya tugas-tugas kepada para keluarga mereka, yang
sama sekali tidak ada hubungan darah atau hubungan kekeluargaan
dengan mereka.

|-_D|samp|ng itu, pengambilan anak angkat itu juga men_qak__lpatkan

'-.-. _._.-.l'

haramnya- apa yang halal, atau seballkrt/a karena anak itu akan menjaﬂ' muhrim

'-|

dan wanlta wamta_para keluarga yang sebenarnya bukan muhnmnya Dia lalu
merasa boleh melihaWn tubuh rwebenarnya tidak boleh
dilihatnya. Dan dipihak lain, menyebabkan dia tidak boleh menikah dengan
wanita-wanita yang sebenarnya halal untuk dia.

Selain ada yang mengharamkan, ada juga yang membolehkan seperti
pendapatnya Muhamad Syaltut dalam bukunya Al-Fatawa berpendapat bahwa :
“Untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah tabanni perlu dipahami bahwa
tabanni itu dua bentuk salah satu diantaranya bahwa seseorang mengambil anak

orang lain untuk diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, dalam rangka



memberikan kasih sayang, nafkah pendidikan, dan keperluan lainnya, dan secara
hukum anak itu bukan anaknya, tabanni seperti itu adalah perbuatan yang pantas
dikerjakan oleh orang-orang yang luas rezekinya, namun ia tidak dikaruniai anak.
Baik sekali mengambil anak orang lain yang memang perlu mendapatkan kasih
sayang ibu/bapaknya (karena yatim piatu), atau untuk memberikan kesempatan
belajar kepadanya, karena orangtua kandung anak tersebut yang bersangkutan
kurang mampu (fakir miskin). Tidak diragukan lagi bahwa usaha semacam itu
merupakan perbuatan terpuji dan dianjurkan oleh agama dan mendapat pahala.
Bagi ayah angkat, boleh mewasiatkan sebagian dari peninggalannya untuk anak
angkatnya, sebagai persiapan masa depannya, agar merasakan ketenangan hidup®
Disamping pendapat para ulama di atas, Majelis Ulama Indonesia dalam
surat Nomor ;U-335/MUI/82 tanggal 18 Sya’ban 1402 H/10 Juli»1982 M, juga
memran_qkan pendapatnya tentang pengangkatan anak sebagai berikut:*

1L '-'l.-.l

a,'jtk____c.)py yang bertUJuaan unI_uk kepentlngan anak angk_;} “seperti

pemellharaan “mpemberian-- bantuan dan sebagainya _olehs* ﬁrl\éma Islam
diperbolehkan: .ﬁ. F
a. Orang-orang yang beragama Islam hendaknya mengadopsi atau
mengangkat anak-anak yang beragama Islam, agar terjamin atau
tetap terpelihara ke Islamannya.
b. Pengangkatan anak jangan sampai mengakibatkan hak kekeluargaan
yang biasa dicapai dengan nasab atau keturunan, sehingga adopsi

tidak mengakibatkan hak waris atau wali mewakili dan lain

**Mahmud Syaltut, Op. Cit., h. 292.
**R. Soeroso, Perbandingan Hukum perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 199-200.



sebagainya. Oleh karenanya, apabila ayah dan ibu angkat akan
memberikan sesuatu kepada anak angkatnya supaya dilakukan pada
waktu masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa.

Adapun adopsi dilarang :

a. Oleh orang-orang yang berbeda agamanya, misalnya orang yang
beragama Nasrani mengadopsi anak yang bukan beragama Nasrani
dan kemudian dijadikan pemimpin Nasrani.

b. Terhadap anak-anak Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika
atau lain-lainya yang biasanya berlatar belakang seperti tersebut di
atas. Oleh karenanya, supaya diadakan usaha untuk menutupnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil Rapat Kerja Majelis Ulama Indonesia
Tahun 1994 wyang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1405 Hijriah atau

ada bulan Maret 1984 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menfatwakan

engakui ketentuan (nasab sah);‘ialah

perkawiWn) _F.

b. Mengangkat (Adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus

ng lahir dari

hubungan keturunan (nasab) dengan ayah atau ibu kandungnya
adalah bertentangan dengan syari’ah Islam.

c. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan
agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk

memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih



sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan
termasuk amal shaleh yang dianjurkan agama Islam.

d. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Asing (WNA) selain
bertentangan dengan UUD1945 Pasal 34, juga merendahkan
martabat bangsa.*’

Berdasarkan beberapa pendapat di atas tentang pengangkatan anak (adopsi
anak), diketahui adanya perbedaan pendapat yang terbagi menjadi dua, yaitu
pertama, pendapat yang mengharamkan hukumnya mengangkat anak, kedua,
pendapat yang membolehkan hukum mengangkat anak.

Pertama, pendapat yang mengharamkan pengangkatan anak, mereka
berpendapat demikian karena pengangkatan anak identik dengan pemindahan
nasab (hubungan darah) antara anak dengan orangtua kandung dalam segala hal
balk[pemellharaan perwalian maupun pewarlsan Sedangkan menurutﬂwkum

|
Islam :-@fl_@rang hukumnya memutuskaip hubU@an darah antara an_;l%- “dengan
o
" e
orangtua. . i

Kedua, pendﬁmemboletpgkat anak. Mereka

berpendapat dengan melihat beberapa hal, seperti :

a. Tujuan pengangkatan anak bukan untuk memutuskan hubungan nasab
atau kekeluargaan anak dengan orangtua kandung dan keluarganya,
akan tetapi pengangkatan anak bertujuan untuk membantu mereka
yang dalam kesusahan atau tidak memiliki orangtua atau memiliki

orangtua akan tetapi tidak memberikan (memenuhi) kebutuhan anak,

*Karimatul Ummah, Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-hak anak dalam perspektif
Hukum Islam, Materi disamping pada Seminar Nasional Perlindungan Negara terhadap
Pemeliharaan Anak Adopsi, Tinjauan Hukum Islam, tanggal 26 Februari 2005 di Yogyakarta.



untuk memberikan kasih sayang dan memberikan pendidikan serta
memenuhi kebutuhan hidup anak angkat sebagaimana layaknya anak
kandung sendiri.
b. Pengangkatan anak selain tetap menjaga status atau nasab anak, juga
menjaga agama anak sehingga bagi mereka (anak angkat) yang
beragama Islam masih tetap terjaga ke Islamannya.
Muhammad Yusuf Qardhawi dalam bukunya Halal dan haram dalam
Islam, menjelaskan bahwa hukum pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi
dua bagian*®yaitu :

a. Haram
Pengangkatan anak adalah suatu pemalsuan terhadap realita, suatu
pemalsuan yang menjadi terasing dari lingkungan keluarga. Dia dapat
bergaul bebas dengan perempuan keluarga itu dengan dIi

ebagai mahram pad@a&kﬁmereka itu -adalah

pegitu pula anak

perempuannq_ perempuP-bibiknya. Dia sendiri

sebenarnya asing. Di sisi lain, anak angkat ini dapat menerima waris

yah “'yang memungutnya bukan“ibunya

dan menghijab keluarga dekat asli yang mestinya berhak menerimanya.
Oleh karena itu, tidak sedikit keluarga yang sebenarnya merasa dengki
terhadap orang baru yang bukan dari kalangan mereka ini yang
merampas hak milik mereka dan menghalangi pusaka yang telah

menjadi harapannya. Kedengkian semacam ini dapat menimbulkan hal-

*Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam Alih Bahasa Muammal
Hamidi (Surabaya: PT. Bina IImu , 2003), h. 310-311.



hal yang kurang baik, seperti dapat menyalakan api fitnah dan memutus
family dan kekeluargaan. Oleh karena itu, Al Qur’an menghapus aturan
jahiliah ini dan diharamkan untuk selama-lamanya serta dihapus
seluruh pengaruh-pengaruhnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-
Qu’ran Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5.
b. Boleh

Pengangkatan anak yang bertujuan untuk tidak dijadikan atau disebut
sebagai anaknya sendiri, tetapi hanya disamakan dengan anaknya dalam
hal kasih sayangnya, pemeliharaan, dan pendidikannya. Seperti
pengangkatan anak yatim untuk diasuh, di beri makan, pakaian, diajar
dan diajak bergaul seperti anaknya sendiri. Tetapi bedanya, dia tidak
mepasabkan pada dirinya dan tidak diperlukan padanya hukum-hukum

- _a_gak seperti yang di atas. Ini suatu cara yang terpuji dalarn_Ban___q_i.angan

Lo :.'-:|..-_ Fe | s
*2'-':_-__6_}gama Allah SWT. I |_ E%L .:_"'-__J.
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B. Pengerfﬁ'a-ﬁ'Pangangkatan Anak Menurut Hukum Positif=*

Secara etimoloq_ngangkatapadopsi berkembang di

Indonesia sebagai terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu adoption*®atau dalam
bahasa Belanda, adoptie® ataupun dalam bahasa lain, adoptio®

Maksud dari pengangkatan anak disini adalah pengangkatan anak untuk
dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain

untuk dijadikan anak sendiri, sehingga memutuskan hubungan antara orangtua

“Jhon M.Echols dan Hasan Sadly,Kamus Inggris Bahasa Indonesia (Jakarta: PT
Gramedia Utama, 2004), h. 13.

*Subekti dan Tjoro Sudibio, Kamus Hukum, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1977), h. 6.

>'Andi Hamjah, Kamus Hukum (Jakarta: PT Ghalia, 1986), h. 28.



kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orangtua
angkat tersebut. Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan
mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan
demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu
hubungan hukum.>?

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak yang dimaksud dengan anak angkat berdasarkan pasal 1 angka 9 adalah
anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali
yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan,
dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua
angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.®

Sedangkan pengertian pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang RI
No. |23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal. 47 A_ypt 1)

_._.-.l'

membe__n.fﬂ(an pengertian bahwa yangl_ dlmaksud pengangkatan anak - adalah

'-|

perbuatan hu'kum._untuk mengalihkan hak anak -dari Imgk-ungar-]-" kekuasaan
keluarga orangtua, wﬂatau oranPertanggung jawab atas
perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan
keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau  penetapan
pengadilan.**Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek)
adopsi ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak diatur di dalam

staatsblad 1917 No. 129, di dalam peraturan tersebut ditetapkan, bahwa

>?Spedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga: Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika,
2001), h. 35.

>*Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 9

*Musthofa SY, “pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama” (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. 1,h. 17.



pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh
seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai
keturunan laki-laki. Jadi, hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat. Akan
tetapi pada saat ini, menurut Yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan
dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak.
Sementara menurut yurisprudensi putusan MA RI No 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18
Mei 1990 jo putusan MA RI No 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996
pengangkatan anak diartikan sebagai anak yang sejak lahir diurus, dipelihara,
dikhitankan, disekolahkan, dikawinkan oleh orangtua angkatnya. Berdasarkan
rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian adopsi
secara umum adalah suatu tindakan mengalihkan seorang anak dari kekuasaan
orangtua kandungnya ke dalam kekuasaan orangtua angkatnya, untuk dipelihara

iperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendliri

angkat mempunyai hak d&diuﬁng sama seperti ;_';f.-':.-

Pihak-pihak V@

sebagai berikut: .ﬁ. _P.

a. Pihak orangtua kandung, yang menyediakan anaknya untuk

erlibat~dalam hal ini terjadinya-pengangkate ) nak adalah

diangkat.

b. Pihak orangtua baru, yang mengangkat anak.

c. Hakim atau petugas lain yang berwenang mengesahkan
pengangkatan anak.

d. Pihak perantara, yang dapat secara individual atau kelompok (badan,

organisasi).



e. Pembuatan Undang-undang yang memutuskan  ketentuan
pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan.
f. Anggota Kkeluarga masyarakat lain, yang mendukung atau
menghambat pengangkatan anak.
g. Anak yang diangkat, yang tidak dapat menghindarkan diri dari
perlakuan yang menguntungkan atau merugikan dirinya.
Tentang hubungan hukum antara orang asal setelah anak tersebut diangkat
oleh orang lain menjadi putus, anak tersebut mewaris kepada bapak yang

mengangkatnya.

1. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Adapun dasar hukum dari pengangkatan anak di Indonesia adalah sebagai
berikut:
a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak,

ar hukum ini diﬂar[ kﬁdalam undang-u

| 1 sampai 16 menyebutkan hak-hak anak; tanggu

i dari

ab orang

tua terhada%rhterfl?n anak dma yang harus dilakukan
untuk kesejahteraan anak.

b. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1985 tentang Kewarga Negaran
Republik Indonesia. Dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan “anak asing
yang belum berumur lima tahun yang diangkat oleh seorang warga
Negara Republik Indonesia, memperoleh Kewarga Negaraan Republik
Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh pengadilan

Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak tersebut.



c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
dalam undang-undang ini benar-benar diatur. Bagaimana dalam
pengusahaan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini
diatur tentang pengangkatan anak dari pasal 39 sampai 41. Selain
mengatur tentang pengangkatan anak, juga diatur tentang hak dan
kewajiban anak dalam pasal 4 sampai 19, baik anak kandung maupun
anak adopsi yang mempunyai hak dan kewajiban hak yang sama.

d. Undang-Undang Nomor 6 Tuhun 1974 tentang ketentuan-ketentuan
pokok kesejahteraan sosial. Dasar hukum ini digunakan dalam adopsi
anak dan pengangkatan anak, karena tujuan pengadopsian dan
pengangkatan anak adalah agar kehidupan dan kesejahteraan anak
dapat terpenuhi.”

I‘-_Q_ Peraturan Pemermtah Nomor 2 Tahun 1988 tentangﬂ usaha

" I.'-'l.-_
kesejahteraan anak. Bagi Enak yang mempunyai masa_j"'h dalam

5- | '-|
pe'rd-turan. pemerintah ini diatur usaha-tusaha _mmyrR'"i- mewujudkan

kesejahtermk-anak Pnyai masalah dalam
meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979
mengenai Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 1989 tentang pengangkatan anak jo. Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak. Dalam Surat

>>Syparman Usman, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(Serang: Darul Ulum Press, 1993), h. 42.



Edaran ini menyebutkan syarat-syarat pengangkatan anak,
permohonan pengesahan pengangkatan anak, pemeriksaan di
pengadilan dan lain-lain.

g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan
(konveksi tentang hak-hak anak). Dasar hukum ini digunakan, karena
dalam konveksi tentang hak-hak anak disebutkan, anak berhak
mendapatkan  perlindungan, kesempatan, dan fasilitas untuk
berkembang secara sehat dan wajar, medapatkan jaminan sosial,
mendapatkan pendidikan, perawatan dan lain-lain.>®

Dasar hukum adopsi anak secara khusus oleh Dinas Kesejahteraan Sosial:

a. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/ HUK/KEP/1X/1980 tentang

Organisasi Sosial Dasar hukum ini mengatur tentang organisasi-

organisasi sosial, termasuk yayasan sosial yang bertu alam

menangani adopsi aﬁ I ﬁ

n Menteri Sosial Nomor 58/HU

entang Tim
Pertimbaw PenganPAntar Warga Negara
Indonesia dan Warga Negara Asing Inter Country Adoption
Keputusan Menteri Soaial ini mengatur tentang perizinan
pengangkatan anak atau adopsi akan yang dilakukan antar WNI dan

WNA.

*%1bid, h. 43



Berdasarkan pasal 8 staatsblad 1917 No. 129 berkaitan dengan syarat-

syarat tentang adopsi yaitu sebagai berikut:*’

a. Persetujuan orang yang mengangkat anak

b. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orangtuanya,
maka diperlukan izin dari orangtua itu, apabila bapak sudah wafat dan
ibu telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan
Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) selaku pengawas wali;

c. Apabila anak yang akan diangkat itu adalah lahir diluar perkawinan,
maka diperlukan izin dari orangtuanya, yang mengakuinya sebagai
anak, maka harus ada persetujuan dari wilayah serta dari Balai Harta
Peninggalan;

d. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka

diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri;

Apabila yang akan &alkﬁk itu seorang perem

an ayah dari

janda,
rus ada persetujuan dari saudara lakix
almarhumqau jika tiwra laki-laki atau ayah
yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka
harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dan keluarga dan keluarga
almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat;
persetujuan yang dimaksud pada sub ini dapat diganti dengan izin
Pengadilan Negeri dari wilayah kediaman janda yang ingin

mengangkat anak.

*’Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga: Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika,
2001), h. 164.



Adapun ketentuan lainnya yang diatur dalam Staatsblad 1917 No 129

adalah®®

a. Pasal 10,Staatsblad 1917 No. 129 menyebutkan, bahwa pengangkatan
anak ini harus dilakukan dengan Akta Notaris;

b. Pasal 11, mengenai nama keluarga (geslachtsnaam) orang yang
mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang
diangkat;

c. Pasal 12, menyamakan seorang anak angkat dengan anak sah dari
perkawinan orang yang mengangkat;

d. Pasal 13, mewajibkan Balai Harta peninggalan untuk apabila ada
seorang ingin mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang

perlu mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan anak
ang diangkat;

Pasal. 14, yang mﬁtllnﬂ pengangkatan ana

ya hubungan hukum antara -anak

orangtuan;qguali: _F.

1) Megenai larangan kawin vyang berdasar atas suatu tali

langkat dan

kekeluargaan
2) Mengenai peraturan Hukum Pidana yang berdasarkan pada tali

kekeluargaan

>®Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda DalamPerkawinan, (Jakarta:
Cetakan Ke-1,2016),h. 165



3) Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan biaya
dari gijzeling (ditahan dalam penjara berhubungan dengan adanya
utang uang)

4) Mengenai kesaksian dalam akta autentik

f. Pasal 15, yang menentukan bahwa suatu pengangkatan anak tidak
dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri, bahwa pengangkatan
anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain daripada dengan
akta notaris adalah batal dengan sendirinya (van Rechtswege Nietig);
pengangkatan anak dapat dibatalkan, apabila bertentangan dengan

pasal-pasal tersebut dalam Staatsblad 1917 No. 129.

Dalam Hukum Adat, dengan diangkatnya seorang anak, hubungan hukum

dengan keluarganya yang lama tidak terputus, kecuali menurut Hukum Adat di

bali e

dan telah mendapat-ﬂorangtuanw angkatnya).>*Tentang

kedudukan hukum anak angkat didalam Hukum Adat, ada beberapa Yurisprudensi

Mahkamah Agung, mengenai status dan kedudukan hukumnya di dalam hal
mewaris dari kedua orangtua yang mengangkatnya.
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 182 K/Sip/1959 tanggal 15 Juli

1959 tersebut menyebutkan bahwa, anak angkat berhak mewarisi harta

¥1bid.,h.166.



peninggalan orangtua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh
orangtua angkat tersebut.

Yurisperudensi Mahkamah Agung No. 27 K/Sip/1959 tanggal 18 Maret
1959, menentukan bahwa, menurut hukum yang berlaku dijawa Tengah, anak
angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gomo-gini dari orangtua angkatnya,
jadi terhadap barang pusaka (barang asal), anak angkat tidak berhak mewarisinya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 516K/Sip/1968 tanggal 4 Januari
1969, menurut Hukum Adat yang berlaku di Sumatera Timur, anak angkat tidak
mempunyai hak mewarisi harta peninggalan orangtua angkatnya. la hanya dapat
memperoleh hadiah atau hibah dari orangtua angkatnya selagi hidup.

Dari ketentuan Yurisprudensi ini, kedudukan anak angkat dari beberapa
daerah mengerminkan bagaimana adat istiadat masyarakat adat setempat
memPerlkan status hukum kepada anak yang dlangkat Seperti duawa q_lﬁsanya

.-.l'

yang d,g.angkat selaku anak masih kerabbt de'kat mlsalnya keponakan séndiri, dan

'-|

kebanyakan yaﬂg mengangkat anak itu tidak mempunyai anak.sendiri.

Bagaimana pa.q.um Islam IPga pengangkatan anak
ini. Penamaan anak angkat tidak menjadikan seorang anak angkat tersebut
mempunyai hubungan darah dengan orangtua angkatnya. Penamaan dan
penyebutan anak angkat tidak diakui di dalam Hukum Islam untuk dijadikan
sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar sebab mewaris dan prinsip
pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau urhaam. Hubungan anak

angkat dengan orang yang mengangkatnya bukanlah hubungan anak sulb. Anak



sulbi asalnya adalah anak sulbi, artinya anak kandung yang berasal dari sumsum
tulang sulbi atau pulang punggung kamu.®
Berikut ini adalah syarat dan prosedur pengangkatan anak yang telah di
atur dalam Undang-Undang berlaku:
1. Syarat, kriteria, dan prosedur adopsi (pasal 39 dan 40)
Pasal 39
a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang
terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan
setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan Yyang
berlaku.
b. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
memutuskan hubungan darah antara anak yang:diangkat dan
orangtua kandungnya.

Calon orang tua ﬂ llrﬁama dengan agama dianut

lon anak angkat.

d. Penganﬂleh warga_F-hanya dapat dilakukan

sebagai upaya terakhir.

e. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui maka agama anak
disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
Pasal 40
a. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya

mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

®bid., h. 167.



b. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandung sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan  memperhatikan
kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

a. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. Ketentuan mengenai
bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur dengan peraturan pemerintah.

b. memerintahkan pembuatan peraturan pemerintah (PP) pengasuhan
dan pengangkatan anak pasal 41 ayat 2 sebagaimana di atas.

c. perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak.

Pasal 13
a. Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, at

lain -manapun yfﬁrlmﬂljawab atas-pengasu

pat perlindungan dan perlakuan -

1). Dishﬁ_ _F.

2). Eksploitasi, baik ekonomi maupun

3). Penelantaran
4). Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
5). Ketidakadilan dan

6). Perlakuan salah lainnya.”

®11bid, h. 29-30



Jadi pasal 39 sampai 41 selain mengatur tentang pengangkatan anak, juga

mengatur tentang hak dan kewajiban anak dalam pasal 4 sampai 19, baik anak

kandung maupun anak adopsi yang mempunyai hak dan kewajiban hak yang

Sama.

a)

b)

Undang-Undang Nomor 6 Tuhun 1974 tentang ketentuan-ketentuan
pokok kesejahteraan sosial. Dasar hukum ini digunakan dalam
adopsianak dan pengangkatan anak, karena tujuan pengadopsian dan
pengangkatan anak adalah agar kehidupan dan kesejahteraan anak
dapat terpenuhi.®

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang usaha
kesejahteraan anak. Bagi anak yang mempunyai masalah dalam
peraturan pemerintah ini diatur usaha-usaha untuk. mewujudkan

kesejahteraan bagi anak-anak yang mempunyai masalahgdalam

meningkatkan kesejﬁr{icﬂ.

aran “Mahkamah Agung Nomor 6

Penyempuq.Edaran Mung Nomor 2 Tahun

1979 mengenai Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah

983 tentang

Agung Nomor 1989 tentang pengangkatan anak jo. Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak.
Dalam Surat Edaran ini menyebutkan syarat-syarat pengangkatan
anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak, pemeriksaan di

pengadilan dan lain-lain.

825yparman Usman, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(Serang: Darul Ulum Press, 1993), h. 42.



d) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan
(konveksi tentang hak-hak anak). Dasar hukum ini digunakan, karena
dalam konveksi tentang hak-hak anak disebutkan, anak berhak
mendapatkan perlindungan, kesempatan, dan fasilitas untuk
berkembang secara sehat dan wajar, medapatkan jaminan sosial,

mendapatkan pendidikan, perawatan dan lain-lain.*®

2. Syarat-syarat Pengangkatan Anak
Ketentuan dalam pasal 5 staatsblad 1917 Nomor 129, mengaatur siapa-
siapa yang dapat mengangkat anak, dipersyaratkan bahwa pengangkatan anak
dapat dilakukan oleh suami-istri bersama-sama atau jika ia telah bercerai dengan
istrinya, maka pengangkatan anak itu dilakukan oleh suami sendiri. Dalam hal

seorang laki-laki yang kawin atau telah pernah kawin mengangkat anak, ia harus

nyai keturunan laki=laki gyanggisah menurut garis

ertalian darah maupun karena pengangkatan anak.
seorang janda yang ditinﬁﬁal suaminya karena karena meninggal dunia dan tidak
kawin lagi, dapat mengangka k jika da#erkawinannya tidak mempunyai

keturunan, kecuali sebelum meninggal dunia suaminya telah membuat wasiat

yang tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat
melakukan pengangkatan anak.
Dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 diatur

syarat-syarat pengangkatan anak, yang dibedakan menjadi 3 yaitu:

%31bid, h. 43.



1. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar Warga Negara
Indonesia:
a. Calon orang tua angkat:

1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orangtua
kandung dengan orangtua angkat (private adoption)
diperbolehkan.

2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang yang
tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single
parent adoption) diperbolehkan.

b. Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat:

1) Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu

yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Mentri

Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan

bergerak diﬂg Eﬁengangkatan anak.

Colonranak angkat yang berada dalam

yw di atas Pempunyai izin tertulis

dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk, bahwa anak

ayasan Sosial

tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.
2. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh
orangtua angkat Warga Negara Indonesia (inter country adoption):
a. Calon orangtua angkat:
1) Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu

Yayasan Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan



bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga
pengangkatan anak WNA yang langsung dilakukan antara
orangtua kandung WNA dengan orangtua angkat tidak
diperbolehkan.

2) Pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak
terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent
adoption) tidak diperbolehkan.

b. Syarat-syarat bagi calon anak angkat WNA.:

1) Usia calon anak angkat harus belum mencapai 5 tahun;

2) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat
yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang
bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat

oleh calon orangtua angkat WNI yang bersangkutan.

angkat Warga Negara Asing (inter cou

a. Calon orq _F.

1) Harus telah berdomisili dan bekerja tetep di Indonesia
sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun.

2) Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang

ditunjuk bahwa calon orangtua angkat WNA memperoleh

izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak

seorang Warga Negara Indonesia.



3) Pengangkatan anak WNI harus dilakukan suatu Yayasan
Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di
bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan
anak WNI yang langsung dilakukan antara orangtua kandung
WNI dengan orangtua angkat WNA tidak diperbolehkan.

4) Pengangkatan anak WNI oleh orang WNA yang tidak terikat
dalam perkawinan yang sah/belum menikah tidak
diperbolehkan.

b. Syarat-syarat bagi calon anak angkat WNI:

1) Usia calon anak angkat harus belum mencapai 5 (lima) tahun.
2) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial ataau pejabat

yang ditujukan bahwa calonanak angkat: WNI yang
bersangkutagiiziian tuk diangkat sebagai ngkat
oleh calon nﬁ/NA yangbersang )

4. Akibat Hukum Pequak

Pengadilan dalam praktik telah merintis mengenai akibat hukum di dalam

pengangkatan antara anak dengan orang tua sebagai berikut:
a. Hubungan darah: mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk
memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung.
b. Hubungan waris: dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak

angkat sudah tidak akan mendapatkan warisan lagi dari orang tua

®*Rosnidar Sembiring, Op. Cit., h. 174



kandung. Anak yang diangkat akan mendapatkan waris dari orang tua
angkatnya.

c. Hubungan perwalian: dalam hubungan perwalian ini terputus hubungan
anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat.
Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh
pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih
kepada orang tua angkat.

d. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat, dalam hal ini anak tidak akan
mendapatkan marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari
orang tua angkat.®

Menurut Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi perempuan untuk keadilan,

akibat hukum dari pengangkatan anak (adopsi anak) berdampak pada hal

Ll

erwalian, sejak putusan dibacakan ol adilan, maka

orang tua angkat mer\w anak an(Phut. Sejak saat itu pula

segala hak dan kewajiban orangtua kandung beralih kepada orangtua angkatnya,

kecuali bagi anak perempuan yang beragama Islam, bila ia akan menikah maka
yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya sendiri atau
saudara kandungnya (sedarah).

2. Waris

®Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian (Jakarta: Bina
Aksara, 1986), h. 149.

%8_embar info seri 34 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia
untuk Keadilan, Adopsi Anak, jakarta, TT. http.//www.suaramerdeka.com/, di akses pada tanggal
02 April 2018, Jam 22:30 WIB.



Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam, maupun Nasional
memiliki ketentuan mengenai hak waris. Kegiatannya memiliki kekuatan yang
sama, artinya seseorang dapat memilih hukum mana yang akan dipakai untuk
menentukan pewarisan bagi anak angkat.

Menurut peraturan perundang-undangan (dalam Staadblaad Tahun. 1917
No0.129), akibat hukum dari pengangkatan anak, adalah secara hukum
pengangkatan anak memiliki akibat hukum bahwa anak tersebut memperoleh
nama orangtua angkatnya, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari
perkawinan orangtua angkat dan menjadi ahli waris dari orangtua angkat. Artinya,
akibat dari pengangkatan anak (adopsi anak) tersebut maka terputuslah segala
hubungan perdata antara orangtua kandung dan anak tersebut.

Selain-akibat hukum yang mengaitkan hak dan kewajiban anak setelah
dlang'kat oleh orangtua angkatnya terdapat juga akibat anak tersebutﬂengan

plhakﬂj'h_qk yang berkepentmga’n denghn pe.rbwtan pengangkatan ang;'R"-.férsebut
ol
seperti aklba'f:ﬁukum dengan-orangtua kandung dan orangtua.angka

3. Dengan Orangtuaﬁ. F
Anak yang sudah diadopsi orang lain, berakibat hubungan dengan
orangtua kandungnya menjadi putus. Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur
atau tata cara pengangkatan anak secara terang dan tunai. Kedudukan orangtua
kandung telah digantikan oleh orangtua angkat.
Hal seperti ini terdapat di daerah Nias, Gayo, Lampung dan kalimantan.
Kecuali didaerah jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Timur

perbuatan pengangkatan anak hanyalah memasukan anak itu kedalam kehidupan



rumah tangganya saja, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga anak itu
dengan orangtua kandungnya. Hanya hubungan dalam arti kehidupan sehari-hari
sudah ikut orangtua angkatnya dan orangtua kandung tidak boleh ikut campur
dalam dalam hal perawatan, pemeliharaan dan pendidikan si anak angkat.
4. Dengan Orangtua Angkat
Kedudukan anak angkat terhadap orangtua angkat mempunyai kedudukan
sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan
keperdataan. Hak ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti
di Pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan
anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu kedalam
keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai
anak kandung.®’
|D| Lampung perbuatan pengangkatan anak berakibat hubungan a.n§ara Si

i .-".."

anak dgngan orangtua angkatnya sepertl hubungan anak dengan orangtua kandung

dan hubungan “dengan orangtua kandungnya secara hukum menjadf te?'putus. Anak
angkat mewarisi dari qkatnya daFrangtua kandungnya.®

Terdapat sebuah pengaturan khusus tentang hak waris anak angkat yang
diatur dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa tidak
semua harta peninggalan bisa diwariskan kepada anak angkat. Hal tersebut dapat
dilihat dalam beberapa keputusan Mahkamah Agung, antara lain:

1) Putusan MA tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959.

%’Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat (Jakarta Pradnya Pramita 1985), h.99.
%8 Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat
Hukumnya di kemudian hari, (Jakarta Rajawali Pers 1987,). H.117.



Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya
diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orangtua angkatnya, jadi
terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak
mewarisinya.

2) Putusan MA tanggal 24 Mei 1958 No. 82 K/Sip/1957.Anak kukut (anak
angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini
kembali kepada waris keturunan darah.

3) Putusan MA tanggal 15 Juli 1959 No. 182 K/Sip/1959.

Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orangtua angkatnya

yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orangtua angkat

tersebut.

Secara garis besar akibat hukum tentang perbuatan pengangkatan anak
sudar-_g_a _ﬂqlat jelas pengertlannya karena telah diatur di dalam pg[gturan
perur;déhg undangan Indonesias Ak1btt hukum tersebut akan sel ""'-muncul

|'-|

apabila sebu'gﬁ-'keluarga memutuskan untuk mengangkat seormg"i. anak, karena
perbuatan tersebut ak”n hak daPkepada anak yang telah
diangkat.

Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan
keputusan Pengadilan Negeri. Hal ini berimplikasi secara hukum, sedangkan
adopsi ilegal adalah adopsi yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antara
pihak orangtua yang mengangkat dengan orangtua kandung anak. Jika, seorang
anak diadopsi secara legal, maka setelah pengangkatan ada akibat hukum yang

ditimbulkan, seperti hak perwalian dan pewarisan.



Sejak putusan diucapkan oleh  pengadilan, maka orangtua angkat
menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak itu pula, segala hak dan kewajiban
orangtua kandung teralih pada orangtua angkat. Kecuali, bagi anak angkat
perempuan yang beragama islam,bila ia akan menikah maka yang bisa jadi wali
nikah hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya. Dalam hal ini
perkawinan siapapun orangnya yang melangsungkan perkawinan di Indonesia,
maka ia harus tunduk pada hukum atau Undang-Undang perkawinan yang berlaku
di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Khazanah hukum Kita,
baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional memiliki ketentuan
mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang
bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi
anak.

o _Menurut hukum adat, bila menggunakan lembaga adat penentuanywaris
r - h L

bagi :'Slngk.'é'hgkat tergantung pa_c_j@kt:!n gg_at yang berlaku.-Bagi I{.el_azla'_r'ga yang
perantau., jdw'a‘rrﬂsalnya, pengangkatan anak tidak~otomatiss mer'n:':l]tuskan tali
keluarga antara anakﬂrangtua kW)Ieh karena itu, selain
mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris
dari orangtua kandungnya.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum
dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orangtua kandungnya dan
anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Sementara dalam
staatsblad 1979 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak

tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai



anak yang dilahirkan dari perkawinan orangtua angkat. Artinya, akibat
pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang
berpangkal pada keturunan kelahiran, yaitu antara orangtua kandung dan anak
tersebut. Secara otomatis hak dan kewajiban seorang anak angkat itu sama dengan
anak kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak
kandung orangtua angkat. Anak angkat juga berhak mengetahui tentang asal
usulnya. Karena itu, orangtua angkat wajib menjelaskan tentang asal muasalnya
kepada anak angkat tersebut, tak perlu khawatir si anak lalu akan kembali kepada

orangtua kandungnya.®

\_:-f:__)

®*Rosnidar Sembiring,Op.Cit., h. 171.
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LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing

Kabupaten Oran Komering llir

1. Sejarah Desa Sumber Makmur
Menurut sejarah bahwa Pada Tahun 1985 Masyarakat Desa Sumber
Agung membuka lahan baru, yang letak lokasinya sebelah timur Desa Sumber
Agung dan di sebelah barat Sungai Lempuing, yang maksud dan tujuannya akan
dijadikan sebuah dusun yaitu dusun V Desa Sumber Agung Kecamatan Lempuing
Kabupaten Ogan Komering llir, pada waktu itu Desa Sumber Agung dipimpin
seorang Kepala Desa yaitu Bapak Hasan Basri penduduk yang ada pada waktu

itu adalah berasal dari daerah Jawa timur, Jawah tengah, Jawah Barat serta

T L o]
pendud_g_ﬁ"'setempat atau lebih dlkenal [Iengan sebutan penduduk Ash ‘q:uﬁatera
% .

Peri’duduk yang pertama kall ditempatkan dlpemuklman..i'l’*d'alah yang

berasal dari jawa yaitu ullaly, kemudian | yang lain sebanyak 12

(dua belas) Kepala Keluarga, Jawa Barat 9 (sembilan) Kepala Keluarga, penduduk
Asli Sumatera sebanyak 3 (tiga) Kepala Keluarga, hingga jumlah seluruh yang
ditempatkan sebanyak 24 (dua puluh empat) Kepala Keluarga. Pada waktu itu
masyarakat sangat semangat dengan keadaan kemajuan lingkungan, sehingga
banyak fasilitas-fasilitas umum yang didirikan seperti: Pos Kamling, Musholla,
dan Gedung Sekolah Dasar, dibawah pimpinan Bapak Karep sebagai Kepala
Dusunnya, dan atas perjuangan Kepala Desa yang sangat gigih memperjuangkan

desanya, maka pada akhir tahun 1985, gedung Sekolah Dasar dibangun Permanen



oleh Pemerintah. Berdasarkan kesepakatan Musyawarah para tokoh masyarakat
yang dikodinir oleh Bapak Mahmud dan berdasarkan program Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka pada tahun 2008 Dusun V Desa Sumber
Agung mengusulkan Pemekaran Desa dengan mengusulkan Bapak Mahmud
sebagai pejabat sementara (PJS) Kepala Desanya dan Sumber Makmur nama
desanya, berkat perjuangan yang kuat dan Rahmat dari Tuhan, maka pada tanggal
04 bulan Mei Tahun 2012 Bapak Mahmud dilantik sebagai pejabat sementara
(PJS) Kepala Desa. Pada tanggal 19 Agustus 2012 masa jabatan Bapak Mahmud
berakhir, maka untuk selanjutnya dilanjutkan oleh putranya yang bernama
Muhammad Husin untuk melanjutkan perjuangan orang tuanya, dan Beliaulah
yang memfasilitasi sampai ke Pemilihan Kepala Desa.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal.27 Nopember
2013| -Desa Sumber Makmur dapat melaksanakan Pesta Demokrag_l yaitu

.-.l'

melaks,gnakan pemilihan Kepala Desa c[an p'ada tanggal 20 Februari 20.1'21 ‘Saudara

'-|

Hasan Basrl ditantik sebagai Kepala Desa Sumber Makmur_yang" Defmltlf hasil
Pemilihan Kepala DWgal 27 NPB yang lalu, sehingga
sekarang Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan
Komering Ilir dapat mengatur desanya sendidri. Selanjutnya Penduduk Desa
Sumber Makmur karena kian hari kian bertambah, maka pada saat ini penduduk
Desa Sumber Makmur berjumlah 1.351 orang, 720 orang Laki-Laki dan 631

orang Perempuan dengan jumlah 396 Kepala Keluarga.



2.

Keadaan Geografis Dan Demografis Desa Sumber Makmur

a. Letak Desa Sumber Makmur

Desa Sumber Makmur terletak di dalam wilayah Kecamatan
Lempuing Kabupaten Ogan Komering lir, Provinsi Sumatera Selatan.
Desa Sumber Makmur berjarak 8 KM dari pusat pemerintah Kecamatan
Lempuing, berjarak 85 KM dari wilayah Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ilir, dan 121,5 KM dari pusat Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan.

. Batas wilayah Desa Sumber Makmur

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kepayang Kecamatan
Lempuing.

2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bumi Arjo Kecamatan
Lempuing.

3) Sebelah Selatan bﬂsa‘ dﬁDesa Tebing Suluh matan

ing.
4) Sebelah qsan dengP)er Agung Kecamatan
Lempuing.
Luas Wilayah Desa Sumber Makmur
Luas wilayah Desa Sumber Makmur adalah 350 Hektar dimana 75
% berupa daratan yang bertopografi tinggi, dan 75 % itulah
dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan karet dan untuk perumahan
penduduk, yang 25% nya merupakan dataran rendah, dan yang

digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian (sawah). Iklim Desa



Sumber Makmur, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia
mempunyai dua iklim yaitu Kemarau dan Penghujan, hal tersebut
mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan
pertanian yang ada di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing

Kabupaten Ogan Komering Olir.

1) Potensi Alam
Luas Desa : 350 ha

Tanah Sawah :85ha

Tanah Kering |-

Tanah Rawa -

Tanah perkebunan 1172 Ha
ah Pemukiman h I mZS Ha

Tanah Kas DesTa e

Tanah Fasilitas Umum 12 Ha

Tanah Lain-lain |-

2) Orbitasi
Jarak ke Ibu Kota Kecamatan :8 Km
Jarak ke Ibu Kota Kabupatan 185 Km

Jarak ke Ibu Kota Propinsi 12125 Km



3) Iklim

Curah Hujan :37C
Jumlah Bulan Hujan 7

Suhu Rata-rata Harian :37C
Bentang Wilayah : Datar

4) Potensi Pertanian

Tanaman Pangan |-
Tanaman Perkebunan -
Tanaman Hortikultura D -

5) Potensi Air 7

Mata Air ﬂ F

Sumur Gali D -

Sungai 2

Rawa T -

Danau -



3. Keadaan Penduduk

Dari hasil sensus penduduk Desa Sumber Makmur mempunyai jumlah
keseluruhan penduduk yang bermukim di Desa Sumber Makmur yaitu 1.351 jiwa,
yang terdiri dari laki-laki : 720 jiwa, perempuan : 631 Jiwa dengan jumlah 396
Kepala Keluarga (KK), yang terbagi dalam 5 (lima) wilayah dusun, dengan

rincian sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah Penduduk Per Dusun

Jenis Dusun Jumlah
Kelamin I I i v \
Laki-Laki 180 176 123 122 119 720
Per 145 154 111 115 106 631
Juml 325 330 2 7 225

Sumber: Monogr

a. Penduduk Berdasarkan Usia

esa Sumber Makmur Tahun 2018

.F-

Tabel 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia (Tahun) Jumlah (Jiwa) Usia (Tahun) Jumlah (Jiwa)
1 1-4 116 40-44 101

2 5-9 116 45-49 67

3 10-14 129 50-54 83




4 15-19 123 55-59 39
5 20-24 137 60-64 42
6 25-29 115 65-69 16
7 30-34 111 70 ke atas 44
8 35-39 182

Sumber: Monografi Desa Sumber Makmur Tahun 2018

b. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Penduduk Dan Keluarga Jumlah
1 Laki - laki 7
e\ :
a (KK) ~ 396
4 Penduduk/jiw‘zH‘ 1.351

Sumber: Monografi Desa Sumber Makmur Tahun 2018

¢. Penduduk Berdasarkan Pendidikan




Tabel 4
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sumber Makmur

No Tingkat pendidikan Jumlah

1 Belum sekolah 71

2 Tidak sekolah 8

3 Tamat sekolah dasar 782

4 Tidak tamat SD 251

5 Tamat SLTP 223

6 Tamat SLTA 191

7 Tamat perguruan tinggi 15

Sumber: Monografi Desa Sumber Makmur Tahun 2018
4. Keadaan Mata Pencaharian

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sumber Makmur secara kasat mata

erbedaannya antalnﬂnal Tﬁl‘yang berkategori

dan kaya. Hal ini disebabkan karena.mata pe

terlih

miskin,
sektor-sektor usaha yanﬁiieda-beda pula, sebagi sar di sektor non formal
seperti buruh bangunan, buruh tani, perkebunan karet dan sebagian kecil di sektor

formal seperti PNS, Honorer, guru, tenaga medis lainnya.

Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian:



Tabel 5

Mata Pencarian Penduduk Desa Sumber Makmur

No Mata pencarian Jumlah orang
1 | Petani 189

2 |Buruh Tani 191

3 |Pegawai Negeri 3

4  |Pedagang 4

5 | Penjahit 2

6 | Sopir 1

7 | Tukang 4

8 | Guru Swasta 2

ografi Desa Sumb erg wlrwlzom

ehidupan Keag

Sebelum men entang aktifit aan di Desa Sumber

Makmur, akan disajikan jumlah penduduk berdasarkan agama. Penduduk Desa

Sumber Makmur mayoritas beragama Islam, seperti terlihat dalam tabel berikut:



Tabel 6

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No | Agama yang Dianut Jumlah orang
1 | Islam 381

2 Kristen 15

3 Hindu 0

4 Budha 0

5 | Katholik 0

Sumber: Monografi Desa Sumber Makmur Tahun 2018

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa tingkat

kesadaran dan pemahaman masyarakat Desa Sumber Makmur terdapat ajaran

nya agama Islam lﬂgalurﬁllng mayoritas san

embangunan agama diarahkan kepada-pencipta

pembangunan yang ag% —

Sedangkan untuk sarana pribadatan yang telah berdiri di wilayah ini

aga S
Dan kar

adalah 7 buah masjid. Masjid-masjid inilah yang sering dijadikan sebagai tempat
kegiatan-kegiatan keagamaan oleh masyarakatnya, seperti peringatan hari besar
islam, Pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, kegiatan Remaja Islam Masjid

dan pengajian anak-anak serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Aktifitas keagamaan masyarakat Desa Sumber Makmur pada garis

besarnya tidak berbeda dengan Desa lainnya yaitu :



a. Aktifitas Keagamaan Usia Anak-Anak
Pada usia anak-anak, aktivitas keagamaan yang diadakan oleh
masyarakat Desa Sumber Makmur adalah dengan dibukanya
pendidikan non fofmal di masing-masing masjid dan mushola seperti
Taman pendidikan Al Qur’an (TKA) bagi anak-anak yang berusia 4-6
tahun, taman pendidikan Al Qur’ an (TPA) bagi anak-anak yang berusia
7-11 tahun dan Ta’limul Quran Lil’aulad (TQA) bagi anak-anak 12-14
tahun. Kegiatan diatas dilaksanakan pada masing-masing masjid dan
mushola secara rutin setiap hari khususnya pada malam hari (ba’da
magrib) dengan dibimbing oleh beberapa tenaga pengajar. Materi yang
disajikan diorientasikan dengan kajian Al Quran ditambah dengan
materi tambahan seperti hapalan surat-surat pendek, hapalan ayat-ayat
ilihan, hapalan doa-doa keseharian, pembelajaran ceram

diadakan satu bulan& (In ﬁain (BCM), -tarikh, il

igih dan-ain-lain.

b. Aktifitas Keagamaan!sia Rema'gan Dewasa

Pada usia ini, aktifitas keagamaan yang bersifat eksidental diakomodir

yang

ajwid,

pada organisasi Remaja Islam (Risma). Kegiatan-kegiatan oleh Remaja
Islam adalah :
1) Pengajian keliling di rumah-rumah anggota Risma secara
bergantian yang diadakan setiap malam jum’at.
2) Kajian ilmu-ilmu Islam sekaligus dilanjutkan dengan dialok

keislaman yang diadakan setiap malam selasa.



3) Pada moment-moment tertentu remaja Islam Masjid juga
mengadakan pengajian akbar, perayaan hari-hari besar Islam

dan lain-lain.

c. Aktifitas Keagamaan Bapak-Bapak Dan Ibu-1bu
Pada usia ini, aktivitas keagamaan yang bersifat eksidental diakomodir
pada majlis ta’lim baik majlis ta’lim bapak-bapak atau majlis ta’lim
ibu-ibu. Dimana kegiatan-kegiatan yang diadakan adalah pengajian
keliling ke rumah-rumah anggota majlis ta’lim setiap malam jum’at
untuk jamaah bapak-bapak dan setiap hari jum’at sore untuk jamaah
ibu-ibu. Pada kegiatan tersebut, selain pembacaan surat Yasin, juga
diadakan sholat isya berjamaah dan dilanjut siraman rohani serta dialog

keislaman.

gkatan - Anak daﬂ[wﬁ di Desa Sumbe akmur

Kecamata puing Kabupaten Ogan Komering-Hi

Desa Sumber Mpakan saw'yang ada di kecamatan

Lempuing Kabupaten Ogan Komering llir yang terdiri dari berbagai suku dan

agama yang sebagian besar bersuku jawa, oleh karena itu Kketerikatan
masyarakatnya terdapat norma-norma adat yang masih melekat dan diwarnai
dalam kehidupan sosial kemasyarakatnya, dan tidak terlepas dari itu adalah cara
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun dari semua
kehidupan rumah tangga tidak semuanya berujung harmonis, yang membuat

hubungan tidak harmonis adalah salah satunya tidak mempunyai keturunan, di



Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing terdapat sebuah rumah tangga yang
melakukan pengangkatan anak dalam kandungan, pengangkatan anak termasuk
bagian subtansi dari perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum
yang hidup dan berkembang di masyarakat, adapun yang menjadi pertanyaan
dalam pengangkatan anak tersebut yaitu peoses masyarakat desa Sumber Makmur
dalam melakukan pengangkatan anak.

Menurut keterangan dari beberapa masyarakat Desa Sumber Makmur bahwa
pengangkatan anak pada masyarakat Desa Sumber Makmur yaitu hanya melalui
musyawarah antar keluarga anak yang akan di angkat dengan keluarga orangtua
yang akan mengangkat anak tersebut, pengangkatan anak dalam kandungan ini
juga melalui pembayaran kepada orangtua kandung anak tersebut dengan
memberikan sejumlah uang kepada mereka sesuai dengan kesepakatan yang
mere’qa mmta dalam musyawarah mereka sebelumnya secara tldak Ia_\n.gsung

.-.l'

bahwa ,_)fﬂereka mengangkat anak: terseblft dengan cara membeli anak tefsebut dari

'-|

kedua orangtua kandungnya, setelah melakukan transaksi .pembayaran mereka
membuat kesepakataruq;ersebut tiPﬂdi hak kedua orangtua
kandungnya dan anak tersebut jatuh kepada kedua orangtua angkatnya tanpa bisa
diganggu gugat lagi dengan syarat harus mempunyai kesepakatan yang
ditandatangani oleh kedua belah pihak serta kepala desa setempat guna untuk
dijadikan sebagai bukti jika suatu saat nanti terjadi masalah terhadap kedua belah

pihak.



1. Hubungan Anak Angkat Dengan Orangtua Kandungnya

Menurut pendapat bapak Paejin salah satu seorang masyarakat Desa
Sumber Makmur yang melakukan pengangkatan anak berpendapat bahwa setelah
anak itu diangkat menjadi anak angkatnya hubungan anak itu dengan keluarga
kandungnya terutama kedua orangtuanya terputus, alasannya karena jika tidak
diputuskan hubungan anak angkat tersebut kepada keluarganya anak angkat
tersebut akan kembali kepada keluarga kandungnya pada saat ia mengetahui
bahwa ia hanya seorang anak angkat’®. Pihak masyarakat lain ada juga yang
berpendapat bahwa jika tidak diputuskan hubungan anak dengan orangtua
kandungnya akan terjadi perselisihan dalam keluarga mereka. Maka hal ini
dijadikan sebagai hal yang disembunyikan dari anak angkat tersebut guna untuk
menutupi timpulnya masalah.
2. Kftentuan Hukum Anak Angkat Menurut Masyarakat Desa Sumber Ma;qmur

_._.-.l'

'Menurut bapak Sohan sa'lah To|_<oh masyarakat di Desa Sumbetr Makmur

bahwa anak angka.t_adalah anak orang lain yang di angkat_umtak® di jadlkan anak
sendiri dan mempunqsama deP&ndung. Maka dari itu
semua yang bersangkutan dengan kedua orangtua kandungnya tidak ada
hubungan apapun lagi.”

Menurut pendapat bapak RekaYakub tentang ketentuan hukum anak
angkat tidak bermasalah untuk masyarakat Desa Sumber Makmur jika anak

tersebut tidak mengetahui asal-usul atau orangtua kandungnya dan anak angkat itu

"Hasil wawancara dengan bapak paejin Masyarakat Sumber Makmur selaku orang yang
mengangkat anak dalam kandungan, tanggal 16 Februari 2018.

™Hasil wawancara dengan Bapak Sohan Tokoh Masyarakat Desa Sumber Makmur, 15
Februari 2018



benar-benar sah untuk dijadikan sebagai anak kandung orang tua angkatnya,
tujuannya adalah agar anak tersebut hidup nyaman bersama kedua orangtua
angkatnya sebagaimana anak itu mengetahui bahwa orangtua angkatnya tersebut
tidak lain dari kedua orangtua kandungnya. Karena baik buruknya sikap dan
prilaku kedua orangtua angkatnya terhadap anak angkatnya menjadi sebuah
cerminan buat seorang anak.’® Dalam hal ini, teknis yang dilakukan masyarakat
Desa Sumber Makmur dalam ketentuan hukum anak angkat adalah dengan
mengangkat anak tersebut seolah-olah mereka mempunyai seorang anak dari janin
mereka, yaitu mengangkat anak tersebut benar-benar seperti anak kandung
mereka sendiri.
3. Pandangan Masyarakat Adat Terhadap Nasab Anak Angkat.

Menurut bapak Bonari bahwa anak angkat itu terputus nasabnya dengan
oran*tua kandungnya karena dengan alasan demi kebaikan anak angkat tersebut

i e

agar merasakan kenyamanan tmggal bersama yorangtua angkatnya,, 'S|stem ini

dilakukan dalam pengangkatan anak pada masyarakat Sumber” M-g\kmur guna
untuk menjaga keharq rumah tankat terhadap orangtua
angkatnya, karena orangtua angkatnya tidak ingin anak angkatnya mengetahui
bahwa anak tersebut bukan anak kandung dari kedua orangtua nya, yang selama
ini anak tersebut hanya mengetahui bahwa mereka lah orangtua kandungnya yang
telah mengasuh, mendidik, dan membesarkannya, memberikan semua
kebutuhannya sejak masih didalam kandungan hingga sekarang ini. Anak angkat

yang senantiasa taat dan berbakti kepada kedua orangtua angkatnya selama ini

"?Hasil wawancara dengan Bapak Reka Yakub Tokoh Masyarakat Desa Sumber Makmur,
15 Februari 2018



tidak akan mengetahui bahwa anak tersebut hanya seorang anak angkat.”

Menurut bapak Slamet salah satu Tokoh masyarakat Desa Sumber
Makmur tentang nasab anak angkat bahwa tidak ada masalah dalam nasab anak
angkat tersebut terputus dengan orangtua kandungnya karena sudah menjadi
kebiasaan masyarakat di desa Sumber Makmur dari dulu hingga sekarang, mereka
melakukan hal tersebut atas dasar untuk kebaikan terhadap anak angkat agar hidup
nyaman dan harmonis bersama orangtua angkatnya. "
4. Ketentuan Hukum Tentang Waris Terhadap Anak Angkat

Menurut bapak Rohimin yang merupakan salah satu Tokoh masyarakat
Desa Sumber Makmur bahwa semua harta warisan yang dimiliki oleh orangtua
angkatnya boleh diturunkan hak warisnya kepada anak angkat. Dalam hal ini anak
angkat merupakan hal yang terpenting terhadap harta warisan:dari orangtua
angkr\tnya dan anak angkat tersebut menjadl generasi penerus dldalam__.§emua

_._.-.l'

harta )Zang dimiliki orangtuas angkaknya dan anak angkat tersebuﬁ tidak

mendapatkan “Warta_warisan dari orangtua kandungnya.”> Namuf" d'emlklan hal
mendasar yang sangat.w_am harta \{P-angkat ini yaitu bahwa
dalam adat masyarakat Desa Sumber Makmur warisan orangtua angkat tidak ada
tempat mewariskannya terkecuali terhadap anak angkat, karena disini orangtua

angkat mengangkat anak itu dikarenakan mereka benar-benar tidak dikaruniai

"Hasil wawancara dengan bapak Bonari Tokoh adat masyarakat Desa Sumber Makmur,
15 Februari 2018.

"Hasil wawancara dengan bapak Slamet Tokoh masyarakat Desa Sumber Makmur, 15
Februari 2018.

"Hasil wawancara dengan Bapak Rohimin, Tokoh Masyarakat Desa Sumber Makmur 15
Februari 2018.



anak, dan mereka dengan sungguh-sungguh melakukan pengangkatan anak untuk
menjadi penerus hak terhadap harta waris yang mereka miliki.

Mengangkat anak sangat berpengaruh terhadap harta waris karena harta
waris yang orangtua angkatnya miliki, seringkali menjadi perselisihan terhadap
pihak keluarga dari orangtua angkatnya, ini juga terjadi dimasyarakat Desa
Sumber Makmur yang mengangkat anak. Maka dari itu harta waris ini harus
benar-benar diperjelas dalam masalah pengangkatan anak. Sedangkan setelah
anak angkat tersebut mempunyai anak maka selanjutnya bisa diberikan kepada
anaknya dari anak angkat tersebut atau cucu dari orangtua angkat, dan menurut
adat masyarakat Desa Sumber Makmur kedudukan harta waris sangat penting
dijatuhkan kepada anak angkat. Oleh karena itu anak angkat sangat dituntut untuk
bisa menjaga harta warisan tersebut.

5. Kraus Posisi Pengangkatan Anak Di Desa Sumber Makmur _— :.

Menurut lbu hartini selaku lbmkandung anak yang dlangkat oleh bapak
Paejin dan Ibu-Sawuah yang merupakan salah satu masyarak&t-Sumber Makmur,
Ibu Hartini menjelaskqmengalarwalam menafkahi anak-
anaknya, Ibu Hartini dikaruniai tiga anak dan satunya masih dalam kandungan
yang berusia 1 (satu) bulan lebih dikandungan, selama perkawinannya, suami Ibu
Hartini sering meninggalkan keluarganya tanpa memberi nafkah buat anak-
anaknya dan tidak memberi kabar. Terakhir kali suaminya meninggalkan Ibu
Hartini ketika anak kedua Ibu Hartini baru berusia 2 (dua) tahun, dan baru
kembali kerumah saat anak kedua berusia 2/5 (dua setengah) tahun, setelah

kembali ke rumah, suami dan Ibu Hartini mulai membangun keluarganya kembali



dengan baik dan sempat bertanggung jawab menafkahi istri dan kedua anak-
anaknya. Namun, setelah 6 (enam) bulan suami Ibu Hartini dirumah kebiasaan
buruk suami terulang kembali dengan meninggalkan lbu Hartini dan anak-
anaknya, setelah beberapa minggu dari kepergian suaminya, disaat itu Ibu Hartini
mengetahui bahwa sedang ada janin di dalam kandungannya, saat itu suami lbu
Hartini tidak mengetahui bahwa lbu Hartini sedang mengandung, karna rasa
kecewa Ibu Hartini terhadap suaminya maka memutuskan untuk tidak lagi
mengharapkan suaminya datang kembali, Ibu Hartini yang sudah lama bekerja
disebuah rumah makan untuk bekerja sendiri menafkahi anak-anaknya merasakan
letihnya bekerja dengan kondisi yang sedang mengandung dan ditambah lagi
harus mengurusi anak-anaknya yang masih kecil, maka Ibu Hartini berfikir dan
memutuskan untuk memberikan anak yang masih dalam kandungannya kepada
Bap

aejin saat janin itu berusia 3 bulan. Menurut Ibu Hartini jika anak tersebut

ikan kepada orang Iaﬂxlbﬁni akan kesulitan da

|.76

tidak

dengan men 3 (tiga)-anaknya yang masih keci

-ﬁ.#

"®Hasil wawancara dengan Ibu Hartini selaku seorang yang memberikan anak, Tanggal 15
Februari 2018.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Proses Pengangkatan Anak dalam Kandungan pada Masyarakat Desa
Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir
Proses pengangkatan anak pada masyarakat Desa Sumber Makmur
Kecamatan Lempuing yaitu seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu
mereka hanya melakukan musyawarah antar keluarga serta melakukan perjanjian
mengenai pengangkatan anak tersebut, dan juga melakukan proses penyerahan
sejumlah uang yang sesuai dengan isi kesepakatan yang telah mereka
musyawarahkan sebelumnya, menurut mereka dengan cara tersebut mereka akan
lebih yakin bahwa anak yang diangkat tidak akan kembali kepada kedua orangtua

kandungnya.

ila anak tersebut#d!nﬁwenjadi anak angk ak ada

hubungan lagi dengan orangtua kandungnya atau nasab ‘ikatannya telahterputus

alasannya adalah agar'mmak mem;va la anak angkat, dan

agar anak angkat tersebut tidak kembali lagi dengan keluarga kandungnya.

Mengenai harta warisan yang dimiliki oleh kedua orangtua angkatnya juga
jatuh kepada anak angkat tersebut, karena menurut mereka anak angkat itulah
yang berhak atas semua harta warisan yang dimiliki oleh kedua orangtua

angkatnya.



Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan  Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan
kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung
jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam
lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan
pengadilan.”’Sedangkan pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang RI No.
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal47 Ayat (1)
memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah
perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan
keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas
perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan

keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

| F’en‘gaturan pengangkatan ~anak dalam  perundang- undangaﬁ' telah
mengal:am1 kemajuan dlbandlrl'g'km lleberadaah lembaga penganqbgatan anak

sebelumnya. Ketentuan pengangkatan anak tidak mengenal diskriminasi laki-laki
dan perempuan bagmgtua angwpunl calon anak angkat.
Pengaturan lembaga pengangkatan anak merupakan upaya agar setiap anak
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara

optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia.

Ada beberapa hal yang penting mengenai peraturan pengangkatan anak

dalam perundang-undangan yang patut ditegakkan, yaitu:

""Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 9
"®Musthofa SY, “pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama”, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. 1, h. 17.



1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang
terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasan setempat
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak
yang diangkat dengan orangtua kandungnya

3. Calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh
calon anak angkat. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka
agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

4. Pengangkatan anak oleh warga Negara asing hanya dapat dilakukan
sebagai upaya terakhir (ultinum remedium).

5. Orangtua angkat wajib memberitahu kepada anak angkatnya

mengenai  asal-usulnya dan orangtua kandungnya, dengan

o memperhatikan keS|apan anak yang bersangkutan. R

1} I.'-'l.-_

:-p:__ Pemerintah dan masyarakal_ meiakukan bimbingan “dan P_E'ftgawasan
'-_.‘-'

t"'lﬂradap.pelaksanan pengangkatan anak.” -

B. Pengangkatan Kandun a Sumber Makmur
Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
1. Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur
Menurut Perspektif Hukum Islam
Kebiasaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat lebih mementingkan

faktor kebiasaan, tradisi, dan sistem nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat
khususnya dimasyarakat Desa Sumber Makmur, hal itu dapat dilihat dari

kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Dalam hal ini dapat terlihat dalam setiap

lbid, h. 17-18.



sikap dan tindakan dalam menerima atau menolak suatu berdasarkan pada nilai
yang di yakini benar. Seperti halnya dengan anak angkat, menurut masyarakat
Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing beranggapan bahwa setiap peraturan
yang ada dimasyarakat itu dianggap benar. Setiap orangtua yang mengangkat
anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai pada dasarnya banyak faktor yang
mendukung seseorang untuk melakukan pengangkatan anak, namun lazimnya
pengangkatan anak dari sebuah keluarga yang berlatar belakang tidak mempunyai
keturunan karena pengangkatan anak dilakukan untuk memenuhi keinginan
manusia dan menyalurkan kasih sayangnya kepada seorang anak yang
diharapkan.®

Setelah penulis menganalisis tentang pengangkatan anak dalam kandungan
pada masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan
KomFung Ilir bahwa didalam pengangkatan anak dalam kandungan tlqu ada

i " .."

dasar’ h_ukumnya yang menjelaskan secara je]as baik itu di Al-Qur’an Ina.upun di

dalam hadlst, ‘Sedangkan anak adopsi atau pengangkatan anak: sudah-"dlkenal dan
berkembang sebelumei MuhaPBahkan beliau sendiri
melakukannya terhadap Zaid bin Haritsah, pemuda Arab yang sejak kecil telah
dijadikan tawanan perang, dan dibeli oleh Khadijah sehingga ketika Khadijah
telah menikah dengan Nabi, diberikannya Zaid bin Haritsah kepada beliau, dari
penjelasan ini sangat jelas bahwa Nabi Muhammad tidak melakukan
pengangkatan anak di dalam kandungan tetapi beliau mengangkat Zaid ketika

sudah lahir dan sedangkan masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan

8 Ahmad Azhar Basyir, Adopsi, wasiat Menurut Islam, (Bandung: PT Al-Ma’rif, 1972), h.
19.



Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melakukan proses pengangkatan
anak dilakukan sejak anak itu dalam kandungan dan berdasarkan musyawarah
antara orangtua kandung dengan orangtua angkat tidak berdasarkan dasar hukum
Islam yang benar karena menurut hukum Islam tentang proses pengangkatan anak

yang benar apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan
orangtua biologis dan keluarga.

2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orangtua
angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orangtua kandungnya,
demikian juga dengan orangtua angkatnya, tidak berkedudukan
sebagai pewaris dari anak angkatnya.

3. Anak-angkat tidak boleh mempergunakan nama.orangtua angkatnya

cara langsung kecuali sebagai tanda pengenal atau ala

rangtua angkat tidﬁaﬁe% sebagai wali dala awinan

terhadap anak angkatnya.

Ajaran Islam r-nengmkita agar'd peduli kepada sesama karena

sikap peduli sesama merupakan suatu hal yang memang harus selalu diamalkan

terlebih lagi terhadap anak-anak terlantar dan anak yatim.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas maka sangatlah bertentangan
dengan Hukum Islam yang ada. Karena dijelaskan dalam hukum Islam bahwa
proses pengangkatan anak itu bisa melalui Pengadilan Agama dan harus ada surat-

surat pengesahan melalui Pengadilan Agama tersebut, bukan melalui kesepakatan



serta transaksi pembayaran seperti yang dijelaskan di atas atau dilakukan oleh

Masyarakat Sumber Makmur kecamatan Lempuing Ogan komering Ilir.

Dalam hukum Islam hubungan anak angkat dengan orangtua kandungnya
itu tidak terputus, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an bahwa Allah

berfirman:

]
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Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam
o rongganya dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhapar itu
§'e‘b-aga| ibumu, dan Dla-tldakLwenj-adlkan anak-anak angk&t‘l'w_.g_ébagal

af!i_ik kandungmu (sendiri). "y
dlmulutrhu—saja dan Allah mengatakan yang—sebéharnya dan Dia

menunjukkaq enar). Pa ka (anak-anak angkat
itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil

pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,

g demikian itu _hanyalah ﬁerkataanmu

Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan
maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu
khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh
hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang ”.(Q.S Al-AhZab :4-5)%

#1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 1989),
h. 666-667



Berdasarkan firman Allah SWT, maka dapat dipahami bahwasanya agama
Islam memang melarang pengangkatan anak (tabani) yang menisbatkan segala-
galanya kepada nama bapaknya. Pengangkatan anak dengan pemberikan status
anak tersebut sebagai anak kandungnya sendiri akan berakibat pada putusnya
nasabdan hak-hak antara anak tersebut dengan orangtu kandungnya, hal ini jelas

tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Seperti yang dijelaskan didalam Hadist Rosulullah SAW yang artinya :
“Dari Ibrahim At-Tammy dari bapaknya berkata: Ali bin Abi Tholib berkata
kepada kami: Nabi SAW bersabda barang siapa yang mendakwahkan dirinya
sebagai anak dari seorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya dilimpakan
laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari
kiamat Allah tidak-menerima amalan-amalannya baik yang wajib ‘ataupun yang
sunaL '(.HR Muslim) :.-._ | _:';___{%:

'=. . decal m %

Dldalam hadlst itu juga memperjelas Iarangan mengb"hﬁkat anak

sebagaimana telah diun pada ayat terseb lam hadist tersebut juga

ditegaskan bahwa Allah SWT, malaikat dan ‘'manusia akan mengutuk terhadap
seorang anak yang mendakwahkan dirinya sebagai anak orang lain, padahal ia
bukan anak kandung orang tersebut. Bahkan lebih tegas lagi, Allah tidak akan

menerima segala bentuk amal kebaikannya baik yang wajib maupun yang sunnah.

Hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak selama hal itu
bertujuan untuk memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan

penghidupan yang lebih layak demi untuk masa depan serta kebahagiaan anak



tersebut, kedudukan anak angkat tidak bisa disamakan dengan status anak
kandung. Menurut saya proses pengangkatan anak pada masyarakat Desa Sumber
Makmur Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir. Sangat bertentangan dengan
hukum Islam yang ada, maka dari itu cara yang dilakukan oleh masyarakat Desa
Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir tidak sejalan dengan
hukum Islam, melainkan masih berpegang kepada hukum adat atau disahkan oleh

hukum adat yang berlaku dikalangan masyarakat Desa Sumber Makmur tersebut.

2. Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur
Menurut Perfektif Hukum Positif
Pengangkatan anak merupakan kebutuhan masyarakat yang telah lama
berkembang dalam suatu masyarakat, baik bagi masyarakat desa maupun
masyarakat perkotaan. Dalam hal ini pengangkatan anak. dilakukan dengan

berbelgal _.'Ca'ra atau motif dlantaranya _untuk mendapatkan keturuh'a:rfl 5§baga|

.-.:

.‘-:.-'

Sepertl yang \g kita ketahui bahwa pengangkatan anak di Indonesia memiliki

beberapa macam aturmluruhan Mbut berbeda-beda tiap

daerah. Meskipun pada hakekatnya pengangkatan anak telah diatur dalam

pancmfjan Iagar dapat memiliki ah'ak-daL sebagamya

Undang-Undang beserta peraturan lain di bawahnya. Didalam Undang-Undang
pengangkatan anak memang tidak secara jelas dijelaskan akan tetapi dalam
peraturan lain dibawahnya telah di atur.®?

Pengangkatan anak baik dalam proses maupun akibat hukumnya telah

diatur pada peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007. Tujuan dibentuknya

2Djaja S.Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, (Bandung : Tarsito, 1982)
h. 2.



Undang-Undang agar masyarakat dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai
rujukan dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Akan tetapi di Indonesia
peraturan-peraturan pemerintah tersebut tidak dilaksanakan secara menyeluruh.
Sebagian daerah di indonesia menggunakan adat yang berlaku pada daerah
tersebut. Peraturan pemerintah no 54 tahun 2007 pasal 8 ayat 2 menyebutkan
bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan hukum adat dan dapat
disahkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Pada daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tepatnya Di Desa Sumber
Makur proses bahkan akibat hukum dari pengangkatan anak telah diatur
berdasarkan adat masyarakat setempat tanpa dilakukan pengesahan oleh negara
seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yang berlaku. Dalam
peraturan pemerintah sebagai satu-satunya peraturan di bawah Undang-Undang
yangl-segara jelas mengatur tentang pengangkatan anak disebutkan bah\%sanya

e -"""'-.__J.

pengan:g-k_gtan anak harus memenuhl beq_erapa syarat diantaranya:®

|'-|

1. lﬁ'empemleh persetujuan anak dan izin tertulls_pfangfl.l]a atau wali
anak. .ﬁ. ‘F

2. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi
kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.

3. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.

4. Memperoleh izin Menteri dan atau kepala instansi sosial.

Sedangkan pengangkatan anak dalam kandungan pada desa Sumber

Makmur tidak terdapat syarat pengangkatan anak melainkan mereka hanya

&Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta
Kencana.2008) h.89.



dengan cara musyawarah antara orangtua angkat dan orangtua kandung, sebab
pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh orangtua kandung sendiri
sehingga orangtua kandung mengetahui bagaimana latar belakang calon orangtua
anak kandungnya. Sehingga masyarakat setempat tidak menetapkan syarat yang
berlaku dalam pengangkatan anak.

Begitu pula dengan proses pengangkatan anak berdasarkan hukum positif
di Indonesia memiliki banyak tata cara yang tentunya berbeda-beda sesuai dengan
katagori dari pengangkatan anak tersebut. Di Indonesia sendiri prngangkatan anak
dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang pertama pengangkatan anak antar warga
negara Indonesia dan yang kedua pengangkatan anak yang melibatkan warga
negara asing.

Sedangkan proses pengangkatan anak dalam kandungan menurut
keterPngan beberapa masyarakat Sumber Makmur vyaitu han}g% .__melalm

ol Aalhy = r

musya\garah antara keluarga orangtua I_kandung dengan keluarga orar:gtua yang

-'

akan mengané'kat anak tersebut, dan juga melakukan-proses .peﬁyeraﬁan sejumlah
uang yang sesuai deWpakatan Pereka musyawarahkan
sebelumnya.

Oleh sebab proses pengangkatan anak yang berbeda-beda tentunya akibat
yang ditimbulkan pula berbeda. Pada penjelasan mengenai proses pengangkatan
anak dalam kandungan diatas telah disebutkan bahwa orangtua angkat dan
orangtua kandung hanya melakukan musyawarah, dan apabila anak tersebut telah
diangkat menjadi anak angkat tidak ada hubungan lagi dengan orangtua

kandungnya atau nasab ikatannya telah terputus alasannya agar anak angkat tidak



mengetahui bahwa ia anak angkat dan agar anak angkat tersebut tidak kembali
lagi dengan keluarga kandungnya dan mengenai harta warisan yang dimiliki oleh
kedua orangtua angkatnya juga jatuh kepada anak angkat tersebut karena menurut
mereka anak angkat itulah yang berhak atas semua harta warisan yang dimiliki
oleh orangtua angkatnya. Berdasarkan peraturan yang berlaku dilndonesia hal
tersebut tidak dibenarkan, karena sesungguhnya pengangkatan anak harus
mengikuti syarat dan prosedur pengangkatan anak yang telah diatur dalam Undan-
Undang pasal 39 dan 40.
C. Persamaan dan Perbedaan Pengangkatan Anak dalam Kandungan
Menurut Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam hal persamaan dan perbedaan mencangkup proses pengangkatan
anak dalam kandungan dan dampak yang ditimbulkan dari pengangkatan anak
dalalrkandungan baik secara hukum islam, hukum positif dan berdasarkan data

'-.- .-"..."
.

dllapan_.gan yang sebelumnya dlte|ltl oleh penulls

1. Persamaam_pengangkatan anak dalam kandungan=@i* D:ésa Sumber

Makmur berdqum IslamP-Positif.

Persamaan pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sumber Makmur
Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir sedikit memiliki persamaan
dengan hukum Islam dan hukum Positif yang berlaku di Indonesia yaitu
berdasarkan hukum Islam pengangkatan anak dalam kandungan tidak ada
ketentuan yang menjelaskan secara jelas baik di dalam Al- Qur’an dan hadits.
Beditu juga di dalam hukum positif tidak ada dasar hukum yang menjelaskan

secara jelas mengenai pengangkatan anak dalam kandungan.



2. Perbedaan pengangkatan anak dalam kandungan di Desa Sumber
Makmur berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif.
Sama halnya dengan persamaan pengangkatan anak dalam kandungan di
Desa Sumber Makmur, perbedaannya pula mencakup proses hingga akibat yang
ditimbulkan berdasarkan analisis hukum Islam dan hukum Positif. Dalam
pengangkatan anak hukum Islam tidak dijelaskan bagaimana cara dan proses
pengangkatan anak, sedangkan dalam hukum positif tata cara dan proses
pengangkatan anak diatur secara rinci, baik langkah-langkah maupun syarat apa
saja yang harus ditempuh orangtua angkat. Pengangkatan anak di desa Sumber
Makmur tidak memiliki tata cara dan proses pengangkatan anak serumit apa yang
telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan lain di bawahnya.
Pengangkatan.anak di Desa Sumber Makmur hanya sebatas musyawarah antara
caloq-or_an_gtua angkat dengan orangtua kandung serta penyerahan sejumlaf uang
sesuai=d_e.nlgén perjanjian yang te__lzﬂ (ﬁte:gtul@ .sgpelumnya. w
ISaI-élin' fal.ini penulis tidak setuju dengan tata cara.penga‘n.g:jk;tan anak
yang seperti itu, Men@khir ini SP‘ kasus kekerasan pada
anak baik kekerasan dalam bentuk menganiaya, memperkerjakan anak di bawah
umur untuk meminta-minta dan kekerasan seksual. Yang tentunya hal tersebut
berdampak tidak baik bagi kondisi mental anak, sehingga tujuan pengangkatan
anak yang awalnya bertujuan demi kesejateraan anak tidak tercapai. Menurut
penulis pengangkatan anak dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki
tujuan yang sama Yyaitu untuk kesejahteraan anak. Sehingga alangkah baiknya

pengangkatan anak harus dilakukan sesuai proses yang telah dijelaskan dalam



Undang-Undang sehingga kesejahteraan anak dapat tercapai. Seperti yang Kita
ketahui bahwa dewasa ini pengangkatan anak sering disalah gunakan.

Pengangkatan anak dilakukan agar anak dapat membantu mencari nafkah
padahal anak masih dibawah umur, kekerasan terhadap anak angkat dan kejahatan
lainnya yang melibatkan anak angkat. Sehingga tujuan pengangkatan anak yang
mulanya demi mensejahterakan anak tidak dapat tercapai. Penulis beranggapan
hal tersebut terjadi karna proses pengangkatan anak di Indonesia dapat dilakukan
dengan mudah dan dapat dilakukan sesuai hukum adat yang artinya tanpa melalui
proses yang cukup panjang. Seharusnya meskipun pengangkatan anak dilakukan
berdasarkan hukum adat ataupun hukum Islam tetap melibatkan prosedur sesuai
yang telah ditetapkan oleh negara. Hal tersebut tidak lain untuk kesejahteraan

anak angkat itu sendiri.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan, tentang pengangkatan anak dalam

kandungan di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan

Komering Ilir dapat disimpulkan sebagai nerikut:

1.

Proses pengangkatan anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur
menurut hasil penelitian penulis tidak ditetapkan di pengadilan melainkan
hanya sekedar musyawarah antara kedua belah pihak antara orangtua angkat
dan orangtua kandung dari anak yang akan diadopsi tersebut serta melakukan
penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya, dan pembuatan
urat diatas hitam dan putih yang menunjukan adanya serah terima status

f orangtua kandung lﬂa[raﬁangkat.

angkatan_Anak dalam Kandungan di-Desa r Makmur

berdasarkan huk m._ menurut hasi litian penulis sangat

bertentangan dengan hukum Islam yang ada karena mereka melakukan
pemutusan nasab terhadap orangtua kandungnya, maka dari itu cara yang
dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing
Ogan Komering Ilir tidak sejalan dengan hukum lIslam, melainkan masih
berpegang kepada hukum adat atau disahkan oleh hukum adat yang berlaku
dikalangan masyarakat Desa Sumber Makmur.

Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur berdasarkan

hukum Positif. Pada penjelasan mengenai proses pengangkatan anak dalam



kandungan diatas telah disebutkan bahwa orangtua angkat dan orangtua
kandung hanya melakukan musyawarah, dan apabila anak tersebut telah
diangkat menjadi anak angkat tidak ada hubungan lagi dengan orangtua
kandungnya atau nasab ikatannya telah terputus, sedangkan menurut
keterangan berdasarkan peraturan yang berlaku dilndonesia hal tersebut tidak
dibenarkan, karena sesungguhnya pengangkatan anak harus mengikuti syarat
dan prosedur pengangkatan anak yang telah diatur dalam Undan-Undang

pasal 39 dan 40.

B. Saran

Setelah penulis selesai membahas permasalahan tersebut tentang analisis

hukum Islam tentang pengangkatan anak dalam kandungan di Desa Sumber

paten Ogan Komﬂll[, ﬁada beberapa yan

lui skripsi.ini yaitu:

enulis

1. hendaknya pemerj elakukan sosialisasigminelalui perangkat desa

mengenai ketetapan dan "mekanisme = pengangkatan anak khususnya
pengangkatan anak dalam kandungan. Karena kebanyakan pelanggaran
terhadap praktek pengangkatan anak bersumber dari ketidak tahuan
masyarakat terhadap prosedur pengangkatan anak.

2. Masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Desa Sumber Makmur
Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, hendaknya tidak

menyamakan atau tidak mensejajarkan anak angkat dengan anak kandung



dalam segala hal. Karena hal tersebut dapat memicu atau menimbulkan
konflik dengan keluarga yang lain yang masih ada hubungan darah.

Hendaknya warga masyarakat yang melakukan praktek pengangkatan anak
agar melihat dan mengikuti baik ketentuan perundang-undangan yang berlaku
mengenai prosedur pengangkatan anak. Dan ketentuan hukum Islam yang
mengatur hubungan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya maupun

hak dan kewajiban orangtua angkat terhadap anak angkatnya.
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